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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar kontribusi, 

efektivitas dan potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara 

khususnya di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, 

pendekatan penelitian eksploratif study kasus dengan menghimpun 

data, mengambil makna, dan memperoleh pemahaman dari kasus 

tersebut untuk memetakan suatu objek secara relatif mendalam. 

Hasil penelitian menunjukkan : Pertama, kontribusi PKB terhadap 

PAD untuk tahun 2021 sebesar 63,06% dan merupakan kontributor 

terbesar dengan kategori Sangat Baik Berkontribusi, Kedua, 

Efektivitas penerimaan PKB Provinsi Sumatera Utara yaitu 

98,88% dengan Kriteria Efektif, UPT Samsat Medan Utara yaitu 

100,43% dengan kriteria Sangat Efektif, sedangkan Medan Selatan 

yaitu 94,18 % dengan kriteria Efektif. Ketiga, Banyaknya WP yang 

tidak patuh membayar PKBnya disebabkan oleh faktor kesadaran 

atau karakter WP, adanya pandemi Covid 19, kendaraan masih 

belum lunas di perusahaan pembiayaan dan terjadinya kecelakaan 

lalu lintas. Keempat, Kendala UPT Samsat Medan Selatan 

sehingga pendapatan PKB nya belum tercapai yaitu masalah 

ekonomi akibat adanya pandemi covid 19 dan kurangnya 

kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar PKB nya 

tepat waktu karena merasa tidak mendapatkan manfaat secara 

langsung. 

 
Kata Kunci : Kontribusi, Efektivitas dan Potensi, Pajak Kendaraan 

Bermotor, Pendapatan Asli Daerah 
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ABSTRACT  

 

This study aims to determine how much the contribution, effectiveness and 

potential of the Motor Vehicle Tax to the Regional Original Income (PAD) of North 

Sumatra Province, especially in UPT Samsat, North Medan and South Medan. This 

research uses descriptive qualitative method, exploratory research approach of case 

study by collecting data, taking meaning, and gaining understanding from the case 

to map an object relatively deeply. The results of the study show: First, the 

contribution of PKB to PAD for 2021 is 63.06% and is the largest contributor in the 

Very Good Contribution category, Second, the effectiveness of PKB receipts for 

North Sumatra Province is 98.88% with Effective Criteria, UPT Samsat Medan 

Utara is 100.43% with Very Effective criteria, while South Medan is 94.18% with 

Effective criteria. Third, the number of taxpayers who do not comply with paying 

their PKB is caused by the awareness factor or the character of the taxpayer, the 

Covid 19 pandemic, the vehicle is still not paid off at the financing company and 

the occurrence of traffic accidents. Fourth, the constraints of the South Medan 

Samsat UPT so that the PKB income has not been achieved, namely economic 

problems due to the covid 19 pandemic and the lack of awareness of taxpayers about 

the importance of paying their PKB on time because they feel they do not get direct 

benefits. 

 
 

Keywords : Contribution, Effectiveness and Potential, Motor Vehicle 

Tax,Locally-generated revenue 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas 

Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan 

Daerah tersebut, salah satu dari sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang 

bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri (Halim & Kusufi, 2014). Menurut 

Mardiasmo (2018) adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu dari pendapatan daerah 

dimana dengan adanya aturan tersebut, Kepala Daerah dapat meningkatkan PAD 

guna mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Hal ini juga berdampak 

pada penguatan otonomi dan keleluasaan daerah (local discretion) dan menjadi 

salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin 

besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin 

rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah 

pusat. 

1 
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Berikut adalah data penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera 

Utara dari situs resmi BPPRD Provinsi Sumatera Utara : 

Tabel 1.1. 

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Target Realisasi % 

2017 5.026.750.451.426 5.374.664.884.106 106.92 

2018 5.694.830.401.554 5.824.116.317.372 102.27 

2019 7.705.846.039.301 5.073.615.967.846 65.84 

2020 4.926.456.652.305 5.071.597.922.390 102.95 

2021 3.532.183.712.498 3.596.307.513.746 101.82 
Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara 

 
 

Berdasarkan data di atas, pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2017 hingga 2021, rata-rata realisasi tercapai 

diatas 100 %. Hanya di tahun 2019 yang Target dibandingkan realisasinya dibawah 

100% . Jika dilihat, hal ini disebabkan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada 

Target PAD di 2019. 

Sumber pendapatan daerah terdiri atas sumber-sumber keuangan, sebagai 

berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. Dana 

Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi 

Khusus. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Pajak 

Daerah adalah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak 

Kabupaten / Kota. Salah satu Jenis Pajak Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), yang akan terutang dan wajib dibayarkan oleh wajib pajak yang memiliki 

hak dan atas nama atas kendaraan bermotor serta terdaftar di samsat tertentu. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 

Nomor 28 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Pajak Kendaraan Bermotor 

adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”. 

Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 1 Nomor 30, maksud dari kendaraan bermotor 

itu sendiri yaitu :“ semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digu.nakan 

di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan 

oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan..” 

 

Tabel 1.2. 

Jumlah Kendaraan Bermotor untuk tahun berakhir 31 Des 2021 (unit) 

Unit Pelakana Teknis 
(UPT) 

Jumlah Kenderaan 2021 % Terhadap Total 
Kendaraan Provinsi 

Medan Utara 2.411.029 unit 34,29 % 

Medan Selatan 837.082 unit 11,91 % 

Kota Medan 3.248.111 unit 46,20 % 

Provini Sumatera Utara 7.030.727 unit 100.00 % 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). 

 

 
Menurut Badan Pusat Statistik, Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) dan Jenis Kendaraan (Unit) untuk Provinsi Sumatera 

Utara khususnya di UPT Samsat Medan Utara dan Samsat Medan Selatan memiliki 
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jumlah unit kendaraan terbanyak bila dibandingkan dengan UPT di daerah lain. 

Dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak tersebut, Kota Medan sebagai Ibu 

Kota Provinsi Sumatera Utara tentunya memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap PAD Sumatera Utara. 

 
Bila dibandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 

pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor, berikut kontribusi PKB terhadap PAD 

Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2017 – 2021 : 

Tabel 1.3. 

Kontribusi PKB terhadap PAD Sumatera Utara 

Tahun Realisasi PAD Realisasi PKB Kontribusi 

2017 5.374.664.884.106 1.835.216.475.836 34,15% 

2018 5.824.116.317.372 2.048.416.695.396 35,17% 

2019 5.073.615.967.846 1.995.480.813.304 39,33% 

2020 5.071.597.922.390 2.129.303.940.098 41,98% 

2021 3.596.307.513.746 2.267.830.152.008 63,06% 
Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (diolah) 

 

 
Jika dilihat dari data Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pajak 

Kendaraan Bermotor, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan 

Asli Daerah setiap tahunnya terus meningkat dan jadi penyumbang pendapatan 

terbesar terhadap PAD. Pencapaian antara Target dan Realisasi Pajak Kendaraan 

Bermotor rata-rata >100%. Walaupun di tahun 2021, realisasi targetnya sebesar 

98,88% namun realisasi sebesar Rp. 2.267.830.152.008 tersebut memberikan 

kontribusi sebesar 63,06% terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara di tahun 2021. 

Kontribusi pendapatan PKB UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan 

terhadap PAD dan PKB Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.4. 

Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan terhadap 

PAD Sumatera Utara 

 
 

Tahun 

 
 

PAD Provinsi 

 

Pendapatan PKB UPT 

Kontribusi PKB pada 

PAD Provinsi 

Medan Utara Medan Selatan Medan 
Utara 

Medan 
Selatan 

2017 5.374.664.884.106 969.666.337.952 230.943.225.556 18,04% 4,30% 

2018 5.824.116.317.372 1.038.399.521.426 235.088.787.147 17,83% 4,04% 

2019 5.073.615.967.846 963.924.065.599 227.130.749.050 19,00% 4,48% 

2020 5.071.597.922.390 1.027.643.719.890 249.689.681.069 20,26% 4,92% 

2021 3.596.307.513.746 1.131.646.760.992 249.973.233.211 31,47% 6,95% 

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat 

Medan Utara dan Selatan (diolah). 

 

 
Tabel 1.5. 

Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan terhadap 

PKB Sumatera Utara 

 
 

Tahun 

 
 

PKB Provinsi 

 

Pendapatan PKB UPT 

Kontribusi UPT pada 

PKB Provinsi 

Medan Utara Medan Selatan Medan 
Utara 

Medan 
Selatan 

2017 1.835.216.475.836 969.666.337.952 230.943.225.556 52,84% 12,58% 

2018 2.048.416.695.396 1.038.399.521.426 235.088.787.147 50,69% 11,48% 

2019 1.995.480.813.304 963.924.065.599 227.130.749.050 48,31% 11,38% 

2020 2.129.303.940.098 1.027.643.719.890 249.689.681.069 48,26% 11,73% 

2021 2.267.830.152.008 1.131.646.760.992 249.973.233.211 49,90% 11,02% 

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat 

Medan Utara dan Selatan (diolah). 

 

 
Berdasarkan data kontribusi di atas, UPT Samsat Medan Utara memberikan 

kontribusi yang sangat besar terhadap PAD dan pendapatan PKB Provinsi Sumatera 

Utara dibandingkan dengan Samsat Medan Selatan. 

 

Meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor baru maupun 

kendaraan bermotor bekas khususnya di Kota Medan mengakibatkan Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 

yang diterima Kota Medan juga ikut meningkat. 
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Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Medan dilaksanakan di Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pembayaran oleh wajib pajak 

kendaraan bermotor dapat dilakukan pada kantor cabang kas daerah di Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Ada 33 kantor Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) tersebar di setiap kota maupun 

daerah Provinsi Sumatera Utara. 

 

Untuk Kota Medan, terdapat 2 Kantor Samsat yaitu Kantor SAMSAT Medan 

Utara yang beralamat di Jalan Putri Hijau No.14 dan Kantor SAMSAT Medan 

Selatan yang beralamat di Jl.Sisingamangaraja Km.5,5 Simpang Limun, Medan. 

 

Tabel 1.6. 

Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Target Realisasi % 

2017 1.702.482.587.800 1.835.216.475.836 107.80 

2018 1.750.758.714.765 2.048.416.695.396 117.00 

2019 1.986.414.422.977 1.995.480.813.304 100.46 

2020 2.060.552.596.410 2.129.303.940.098 103.34 

2021 2.293.605.395.740 2.267.830.152.008 98.88 
Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara 

 

 
Tabel 1.7. 

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat 

Medan Utara 

Tahun Target Realisasi % 

2017 908.839.516.022 969.666.337.952 106,69% 

2018 925.217.875.766 1.038.399.521.426 112,23% 

2019 986.734.852.737 963.924.065.599 97,69% 

2020 1.000.755.615.361 1.027.643.719.890 102,69% 

2021 1.126.755.455.556 1.131.646.760.992 100,43% 
Sumber: UPT Samsat Medan Utara 
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Tabel 1.8. 

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat 

Medan Selatan 

Tahun Target Realisasi % 

2017 210.464.807.508 230.943.225.556 109,73% 

2018 220.357.036.445 235.088.787.147 106,69% 

2019 223.900.569.243 227.130.749.050 101,44% 

2020 231.619.850.037 249.689.681.069 107,80% 

2021 265.415.695.760 249.973.233.211 94,18% 
Sumber: UPT Samsat Medan Selatan 

 

 
Pada tabel target dan realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di 

UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan di atas, realisasi di Samsat Medan 

Selatan di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 94,18% sedangkan untuk 

Medan Utara tercapai 100,43%. 

Sebagai Ibukota Provinsi dari Sumatera Utara, Kota Medan dengan jumlah 

penduduk sebesar 2,44 Juta jiwa, menjadi sangat potensial dalam memberikan 

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Hal ini juga terlihat dari target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di 

UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan yang memberikan kontribusi 

signifikan terhadap PAD. 

 

Tabel 1.9. 

Rekap Potensi Tunggakan Bayar ( 1 Jan 2021 – 31 Des 2021 ) 

 

Nama UPT 

Potensi 

(unit) 

Tunggakan 

(unit) 

Bayar 

(unit) 

% 

Tunggak 

an unit 

% 

Bayar 

(unit) 

Medan Utara 2.411.029 1.692.950 718.079 70,22% 29,78% 

Medan Selatan 837.082 543.577 293.505 64,94% 35,06% 

Kota Medan 3.248.111 2.236.527 1.011.584 68,86% 31,14% 
Sumber : BPPRD Provinsi Sumatera Utara Bagian Pajak Kendaraan Bermotor 



8 
 

 

 

Hanya saja walaupun realisasi pendapatan PKB di Samsat Medan Utara pada 

tahun 2021 tercapai 100,43% dan Medan Selatan 94,18%, namun jumlah Wajib 

Pajak pemilik kendaraan bermotor yang belum membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor jumlah dan persentasenya sangat besar, seperti data pada table 1.9 diatas. 

Berdasarkan data tersebut, sangat besar sekali wajib pajak yang memiliki 

kendaraan bermotor namun belum membayar pajak kendaraannya di UPT Samsat 

Medan Utara dan Medan Selatan yang jumlahnya mencapai 70,22% di Medan Utara 

dan 64,94% di Medan Selatan. Hal ini tentunya menjadi masalah besar sekaligus 

potensi bagi ke 2 UPT untuk meningkatkan pendapatan dari PKB. 

 
 

Dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Evaluasi Kontribusi, Efektivitas dan Potensi Pajak 

Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada 

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara UPT 

Samsat Medan Utara dan UPT Samsat Medan Selatan”. 

 

 
1.2. Fokus Penelitian 

 
Fokus Penelitian ini membahas tentang kontribusi, efektivitas dan potensi 

pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Utara dan 

Medan Selatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi 

Sumatera Utara. 
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1.3. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

 

1.3.1. Identifikasi Masalah : 

 

1. Terjadi penurunan realisasi penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) Provinsi Sumatera Utara di tahun 2021 bila 

dibandingkan dengan tahun 2020. 

2. Kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan jauh lebih kecil dari 

Samsat Medan Utara terhadap PAD Sumatera Utara. 

3. Pencapaian realisasi dibandingkan target untuk pendapatan PKB dari 

UPT Samsat Medan Selatan di tahun 2021 menurun dibandingkan 

dengan tahun 2020. 

4. Masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan 

bermotornya. 

1.3.2. Rumusan Masalah : 

 
1. Bagaimana kontribusi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di 

UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara ? 

2. Apakah penerimaan pendapatan PKB di UPT Samsat Medan Utara 

dan Medan Selatan sudah efektif ? Apa penyebab terlalu jauhnya 

perbedaan penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor antara 

UPT Samsat Medan Utara dengan Medan Selatan dan hal apa yang 

dilakukan oleh UPT Samsat Medan Utara sehingga penerimaan 

pendapatan PKB nya jauh lebih besar? 

3. Mengapa banyak wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak 
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kendaraan bermotornya? Bagaimana dengan regulasi dan sanksi 

terhadap hal itu dan apakah masih ada Potensi untuk meningkatkan 

pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor khususnya di UPT 

Samsat Medan Utara dan Medan Selatan ?. 

4. Kendala apa yang dihadapi oleh UPT Samsat Medan Selatan 

sehingga penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotornya 

belum efektif dan mengapa masih banyak wajib pajak di UPT Samsat 

Medan Utara dan Medan Selatan yang belum membayar Pajak 

Kendaraan Bermotornya ? 

 
 

1.4. Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

 
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kontribusi Pajak Kendaraan 

Bermotor dari UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan 

sudah efektif ? 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah pendapatan dari Pajak 

Kendaraan Bermotor ini masih berpotensi untuk ditingkatkan lagi ? 

4. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala apa yang dihadapi oleh 

UPT Samsat Medan Selatan atas realisasi target yang belum efektif 

dan masih banyaknya wajib pajak di UPT Samsat Medan Utara dan 
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Medan Selatan yang belum membayar pajak kendaraan bermotornya. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 
Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi yang bermanfaat antara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

 
Untuk menambah pengetahuan serta wawasan didalam memahami jenis 

pajak yang menjadi Pendapatan Asli Daerah, Pembagian wilayah kerja dan 

tekhnis pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara, 

khususnya di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan. 

2. Bagi UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi dan masukan 

untuk review UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan dalam hal 

besaran persentase kontribusi, efektivitas dan potensi PKB dari masing- 

masing UPT terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

3. Bagi Akademisi 

 
Penelitian dapat dijadikan sebagai referensi di perpustakaan kampus dan 

yang terpenting sebagai tolak ukur pemahaman dan kreatifitas mahasiswa 

tehadap hal-hal yang sering terjadi di keadaan yang sesungguhnya dalam 

suatu perusahaan. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kerangka Teoritis 

 

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan 

Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang tercantum 

dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan 

daerah 

Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi 

perdebatan lagi karena dalam peraturan peundang-undangan sudah diatur dengan 

jelas, objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar 

hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan 

pemerintahan daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan 

Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yagn telah 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

 
 

12 
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Jenis PAD 

 

I. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 

 

A. Pajak Daerah 

 
 

1. PKB 

2. BBN-KB 

3. PAB 

4. PBB-KB 

5. PAP 

6. Pajak Rokok; dan 

7. Opsen Pajak MBLB 

B. Retribusi Daerah 

 

1. Retribusi Jasa Umum 

2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

3. Retribusi Tera / Tera Ulang 

4. Retribusi Pelayanan Pendidikan 

C. Retribusi Jasa Usaha 

 

1. Retribusi Pemakaain Kekayaan Daerah 

2. Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa 

3. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

4. Retribusi Usaha Pertanian 

5. Retibusi Usaha Perikanan 

D. Retribusi Perizinan Tertentu 

 

1. Retribusi Izin Trayek Kendaraan Bermotor 

E. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

 
 

1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 

2. Jasa Giro 

3. Pendapatan Bunga 

4. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 

5. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar 

Rupiah 

6. Pendapatan denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan 

Pekerjaaan 
7. Pendapatan Denda Pajak 
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 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

 

 
8. Pendapatan Denda Retribusi 
9. Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan 

10. Pendapatan Dari Pengembalian 

11. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 

12. Pendapatan Dari Angsuran / Cicilan Penjualan 

13. Penerimaan Lain-lain 

 

 

II. DANA PERIMBANGAN 

 

A.Bagi Hasil Pajak 

 

 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 

29 WP Orang Pribadi dalam Negeri dan PPH pasal 21 

 Bagi Hasil Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (UP- 

PBB) 

B. Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam 

 

 Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) 

 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 

 Penerimaan dari Sektor Pertambangan Minyak Bumi 

 Penerimaan dari Sektor Pertambangan Gas Bumi 

 Pertambangan Umum (Iuran tetap) 

 Dana Alokasi Umum (DAU) 

 Dana Alokasi Khusus(DAK) 

 

III. LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 
 

 

 

 

2.1.2. Pengertian Pajak, Pajak Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor 

 

2.1.2.1. Pengertian Pajak 

 

Pajak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya 

berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada 
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negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli 

barang dan sebagainya. 

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh 

rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada 

undang-undang serta pelaksanaanya dapat dipaksaan tanpa adanya balas jasa. Iuran 

tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan 

umum 

P.J.A Andriani (2010) mendefinisikan pajak sebagai berikut: 
 

“Pajak adalah iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan 

perundangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat 

ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan.” 

 
Menurut Ilyas dan Burton (2001: 5), ada lima unsur yang melekat dalam 

pengertian pajak, yaitu: 

1) Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang. 

 

2) Sifatnya dapat dipaksakan. 

 

3) Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat 

dirasakan oleh pembayar pajak. 

4) Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah 

pusat ataupun daerah ( tidak boleh dipungut oleh swasta), dan 

5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan 

masyarakat umum.” 
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Dari beberapa definisi oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa karena suatu 

kejadian, keadaan juga perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu dimana 

pungutan itu bukanlah sebuah hukuman, namun kewajiban berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, dengan tujuan tetap yaitu untuk memelihara kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya. 

Fungsi Pajak 

 

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu : 
 

1. Fungsi budgetair 

 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran- pengeluarannya. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.” 

Sistem Pemungutan Pajak 
 

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9) adalah: 

 

1. Official assessment System adalah suatu system pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

(menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang terhutang yang harus 

dibayar oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri Official Assessment System: 

a. Wewenang besarnya pajak terutang pada fiskus 
 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 
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c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. 

2. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 

b. Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

 
3. With Holding System adalah suatu system pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib 

Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak 

yang terutang ada pada pihak ketiga. Contoh: PPh Pasal 21, 22, 23, 24. 

 
 

Klasifikasi Pajak 

 

Pajak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yaitu: 

 

1. Pengelompokan pajak menurut golongan dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu: 

a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 
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lain. Contoh: Pajak penghasilan. 

 

b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

2. Pengelompokan Pajak menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu: 

a. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada obyeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas 

Barang Mewah. 

b. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau 

berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan 

keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan. 

3. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutan pajak dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Pajak Daerah 

 

yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat 

dipaksakan berdasarkan perauturan perundang-undangan yang berlaku, 

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan 

pembangunan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor termasuk dalam Pajak 

Daerah yang dipungut dengan sistem official assessment system. 
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b. Pajak Pusat 

 

yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipungut untuk 

membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi 

dan Bangunan, dan Pajak Bea Materai. 

 
 

2.1.2.2. Pengertian Pajak Daerah 

 
 

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia dibagi menjadi 

dua jenis yaitu: (i) Pajak Pusat; dan (ii) Pajak Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 

21 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Pajak Daerah yang 

selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

Pembagian Pajak Daerah 

 
 

Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih 

tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. 
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Khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak 

Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam 

Perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) 

tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang 

 
Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah 

provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan 

berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota. . Pajak Daerah meliputi : 

 

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: 

 

a. PKB; 

 
b. BBNKB; 

 

c. PAB; 

 
d. PBBKB; 

 
e. PAP; 

 

f. Pajak Rokok; dan 

 
g. Opsen Pajak MBLB 

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: 

 
a. PBB-P2; 

 

b. BPHTB; 

 
c. PBJT; 
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2.1.2.3. Pajak Kendaraan Bermotor 

 
 

Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi 

yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor 

sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 

PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam 

pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama 

SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan 

Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi 

Kerugian Jasa Raharja. 

 

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

menyebutkan : Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang 

dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 

d. Pajak Reklame; 

 

e. PAT; 

 

f. Pajak MBLB 

 
g. Pajak Sarang Burung Walet; 

 

h. Opsen PKB; dan 

 

i. Opsen BBNKB 
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peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi 

tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. 

 
Pasal 7 angka 1 menyebutkan. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau 

penguasaan atas Kendaraan Bermotor. Objek PKB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan 

 

Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

kepemilikan dan/atau penguasaan atas: a. kereta api; b. Kendaraan Bermotor yang 

semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; c. 

Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas 

timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas 

pembebasan Pajak dari Pemerintah; d. Kendaraan Bermotor berbasis energi 

terbarukan; dan e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda. 

 

Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan atau 

menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang 

memiliki Kendaraan Bermotor. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak 

adalah : 

 

a. untuk orang pribadi ialah orang yang bersangkutan, kuasanya 

dan/atau ahli warisnya 

b. untuk badan ialah pengurusnya atau kuasa badan tersebut. 
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Tarif PKB 

 
Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut: 

 
a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, 

ditetapkan paling tinggi I,2Vo (satu koma dua persen); dan 

b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan 

seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 60% 

(enam persen). 

2.1.3. Pengertian Evaluasi, Kontribusi, Efektivitas dan Potensi 

 

2.1.3.1. Pengertian Evaluasi 

 

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk 

mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi 

tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, 

menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko, 2012). 

Sedangkan menurut pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang 

terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan 

instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh 

kesimpulan” (Yunanda, 2009). Evaluasi juga merupakan suatu riset untuk 

mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat 

mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan 

indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan 

mengenai objek evaluasi tersebut (Wirawan, 2012:7). 

Evaluasi terhadap pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor berarti suatu 
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proses yang sistematis dengan mengumpulkan data Pajak Kendaraan Bermotor 

dalam hal ini di UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan, kemudian, 

menganalisis dan menyajikan informasi perihal pendapatan Pajak Kendaraan 

Bermotor tersebut. 

Tujuan dan Fungsi Evaluasi 

 

Menurut Wirawan (2012: 22-23) ada beberapa tujuan evaluasi di antaranya 

adalah: 

1. Menilai apakah objek evaluasi telah dilaksanakan sesuai rencana. 

 

2. Mengukur apakah pelaksanaan objek evaluasi sesuai dengan standar. 

 

3. Evaluasi objek dapat mengidentifikasi dan menentukan kekurangan dari 

objek evaluasi. 

4. Pengembangan pengguna dari objek yang dievaluasi. 

 
5. Mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi. 

 

Fungsi Evaluasi sebuah kegiatan memberikan manfaat baik bagi pihak yang 

mengevaluasi maupun yang dievaluasi karena proses ini memiliki banyak fungsi 

sebagai berikut. 

1. Fungsi Pengukuran Keberhasilan 

 

Mengukur keberhasilan sebuah kegiatan atau progam merupakan fungsi 

evaluasi yang paling utama. Pengukuran tingkat keberhasilan dilakukan pada 

berbagai komponen, termasuk metode yang digunakan, penggunaan sarana, dan 

pencapaian tujuan. 
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2. Fungsi Seleksi 

 

Melalui fungsi selektif, kegiatan evaluasi dapat digunakan untuk menyeleksi 

seseorang, metode, atau alat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Contohnya adalah dalam memutuskan apakah seseorang layak 

atau tidak untuk diterima bekerja, naik jabatan, dan sebagainya. 

3. Fungsi Diagnosis 
 

Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 

seseorang atau sebuah alat dalam bidang kompetensi tertentu. Contoh fungsi 

diagnosis dari kegiatan evaluasi adalah untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan seorang siswa dalam mata pelajaran yang dipelajarinya. 

4. Fungsi Penempatan 

 

Proses evaluasi berfungsi untuk mengetahui posisi terbaik untuk seseorang 

sesuai kapabilitas dan kapasitas yang dimilikinya. Dengan melakukan evaluasi, 

manajemen perusahaan dapat menempatkan setiap karyawan di posisi yang 

paling tepat sehingga menghasilkan kinerja yang optimal. 

 

 
Tahapan Evaluasi 

 
 

Dalam kegiatan evaluasi terdapat beberapa tahapan penting yang saling 

mendukung satu sama lainnya. Mengacu pada pengertian evaluasi, adapun tahapan- 

tahapan evaluasi adalah sebagai berikut: 

 

1. Menentukan topik evaluasi, yakni menentukan topik atau agenda yang akan 

dievaluasi sehingga tidak melebar dan fokus. 



26 
 

 
 

2. Merancang kegiatan evaluasi, yaitu merencanakan atau mendesain kegiatan 

evaluasi agar tidak ada aspek atau pelaksanaannya yang tertinggal. 

3. Pengumpulan data, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan materi dan 

mencatat setiap data atau informasi yang akan disampaikan dalam evaluasi. 

4. Pengolahan dan analisis data, yaitu kegiatan untuk mengolah informasi 

dengan mengelompokkan data sehingga lebih mudah dalam melakukan 

analisis serta menjadi tolak ukur seberapa lama waktu evaluasi akan digelar. 

5. Pelaporan hasil evaluasi, yaitu setelah melakukan berbagai kegiatan 

evaluasi, maka harus dilanjutkan dengan membuat laporan agar bisa 

menjadi acuan untuk membuat kegiatan di kemudian hari. 

 

2.1.3.2. Pengertian Kontribusi 

 

Secara etimologis, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi 

diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum 

kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsih 

yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang 

lebih baik (Departemen Pendidikan Nasional, 2002). 

Kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu contribute, contribution, yang artinya 

keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini 

kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dengan kontribusi berarti individu 

tersebut juga berusaha meningkatkan efesiensi dan efektivitas hidupnya. Kontribusi 

dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, 

profesionalisme, finansial, dan lainnya (Anne Ahira,2012) 
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Kontribusi dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor berarti sumbangsih 

pendapatan yang diberikan dari Pajak Kendaraan Bermotor dalam hal ini UPT 

Samsat Medan Utara dan Medan Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi 

Sumatera Utara. Kontribusi tersebut dinyatakan dalam bentuk persentase. 

Berikut rumus dalam menghitung Kontribusi : 

 
Realisasi PKB 

Kontribusi PKB = x 100% 

Realisasi Penerimaan PAD 

 
 

Tabel 2.1 dibawah ini merupakan gambaran indikator dalam menilai 

kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

Tabel 2.1. 

Klasifikasi kriteria kontribusi 

 

Persentase Kriteria 

0,00%-10% Sangat kurang 

10.10%-20% Kurang 

20,10%-30% Sedang 

30,10%-40% Cukup baik 

40,10%-50% Baik 

> 50% Sangat baik 
Sumber :Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 2006 

 

 
2.1.3.3. Pengertian Efektivitas 

 

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil 

atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer 

mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau 

menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau 

sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. 
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Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan 

(Iga Rosalina, 2012). 

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui 

konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah 

perludilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen 

organisasi atau tidak. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan 

benar dan sesuai dengan prosedur,sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan 

tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat (Iga 

Rosalina, 2012). 

Efektivitas pendapatan pajak Kendaraan Bermotor dalam hal ini di UPT 

Samsat Medan Utara dan Medan Selatan dikatakan efektif apabila realisasi berjalan 

sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

 
 

Ukuran Efektivitas 
 

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang 

sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan 

tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang 

dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman 

bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.Tingkat 

efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah 

ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil 

pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan 
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tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif 

(Iga Rosalina, 2012). 

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, 

 

yaitu: 

 

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya 

karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah 

dan tujuan organisasi dapat tercapai. 

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi 

adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya 

dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para 

implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. 

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan 

dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah di 

tetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan- 

tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. 

d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan 

sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 

e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih 

perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat 

sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman 

bertindak dan bekerja. 

f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator 

efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. 
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Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan 

oleh organisasi. 

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu 

program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka 

organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan 

pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. 

h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik 

mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas 

organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan 

pengendalian. 

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu: 

 

1) Produktivitas 

 
2) Kemampuan adaptasi kerja 

 

3) Kepuasan kerja 

 

4) Kemampuan berlaba 

 

5) Pencarian sumber daya 

 

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kemampuan pemerintah 

daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak yang bersumber dari Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB) yang direncanakan sesuai target yang ditetapkan 

(Rosidah, 2010). Perhitungan efektivitas menurut Halim (2004), menunjukkan 

kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio 

efektivitas mencapai 100%. Maka semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik 

pula kemampuan Pemerintah Daerah. 
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Efektivitas = 

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor 

Target Pajak Kendaraan Bermotor 

 

Guna untuk mengukur tingkat efektivits maka digunakan indikator pada 

tabel 2.2 dibawah ini : 

 

Tabel 2.2. 

Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas 
 

Presentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 

 
 

Menurut Abdul Halim (2007:234), Kemampuan daerah dalam menjalankan 

tugas dikatagorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 1 (satu) 

atau 100%. Sehingga semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan 

kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio efektivitas menggambarkan 

kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan 

potensi riil daerah (Sinambela, 2008.). 

 
 

2.1.3.4. Pengertian Potensi 

 

Pengertian potensi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah 

kemampuan; kekuatan; kesanggupan; daya yang mempunyai kemungkinan untuk 

dikembangkan lebih jauh. Dari pengertian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa 
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potensi adalah kemampuan yang masih mungkin kita kembangkan lagi. 

 

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu potentia yang artinya kemampuan. 

Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan 

(Ensiklopedi Indonesia, 1997). 

Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai 

kemungkinan untuk dikembangkan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). 

Menurut Prakoso (2003) mendefinisikan Potensi adalah daya, kekuatan, 

kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah dan kemampuan yang pantas 

diterima dalam keadaan 100%. Sedangkan Mahmudi (2010) juga menyatakan 

bahwa, potensi pendapatan suatu daerah berbeda-beda disebabkan oleh faktor 

demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi dan lingkungan yang 

berbeda-beda. 

Menurut Hamrolie Harun (2016) potensi sebagai suatu kemampuan 

ekonomi yang ada didaerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga 

bisa berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat 

mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan 

sendirinya dan berkesinambungan. 

Dari beberapa pengertian di atas, potensi dapat diartikan sebagai 

kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah 

kemampuan itu dikembangkan. 

Jika dikaitkan dengan pendapatan asli daerah maka potensi adalah suatu 

kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaran pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan di daerah dalam 
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pencapaian tujuan negara. Analisis perhitungan potensi diperlukan dalam analisis 

menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan 

penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi 

yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan 

dilakukan untuk menggali potensi tersebut. 

Menurut Ismail (2013), analisis potensi pajak kendaraan bermotor dapat 

dihitung dengan rumus berikut: 

PPKB =  (Joi x NJKB x Bi x Ti) 

i = 1 

Keterangan: 

 

PPKB : Pajak Kendaraan Bermotor 

Jo : Jumlah kendaraan bermotor 

NJKB : Nilai Jual Kendaraan Bermotor 

B : Bobot 

T : Tarif pajak 

 

i : jenis/merk/tipe kendaraan 

 
Tabel 2.3 dibawah ini merupakan gambaran indikator dalam menilai 

kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
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Tabel 2.3 

Rasio Keefektifan Potensi Pajak dan Retribusi 
 

Presentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006 

 

 
Tolak Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah 

 

Menurut Davey (1988), terdapat 4 kriteria untuk menilai potensi pajak daerah, 

yaitu : 

a) Kecukupan dan Elastisitas 

 

Adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar 

dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan 

dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh : karena 

terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan 

jumlah penduduk dan bertambahnya pendapatan suatu daerah. Dalam hal ini 

elastisitas mempunyai 2 dimensi yaitu: 

1. Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan pajak itu sendiri. 

 
2. Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut 

elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama 

beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, 

penduduk maupun pendapatan nasional perkapita (GNP). 
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b) Keadilan 

 

Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran 

pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan 

kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. 

c) Kemampuan Administrasi 

 
Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung 

pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam 

menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu 

dicapai. 

d) Kesepakatan Politis 

 

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan 

struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak 

tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. 

2.2. Kajian Penelitian yang relevan 

 
Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat 

dari UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan, juga memiliki referensi 

pada penelitian terdahulu yaitu : 
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Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Peneliti Hasil Penelitian 

 

Asri Aditya, R. Ilham; 
 

Evaluasi Penerimaan Pajak 
 

Target penerimaan pajak 

Zulfanetti, Heriberta Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor dan 

(2021) (PKB) dan Bea Balik Nama bea balik nama kendaraan 
 Kendaraan Bermotor bermotor di Provinsi Jambi 
 (BBN-KB)serta dampaknya masih dilakukan secara 
 terhadap Pendapatan Asli manual. Penerimaan pajak 
 Daerah di Provinsi Jambi kendaraan bermotor dan 
  bea balik nama kendaraan 
  bermotor tahun 2014-2018 
  di Provinsi   Jambi   belum 
  efektif. 

 

Rizal, Yani; Hidayah, 
Miftahul (2018) 

 

Analisis Kontribusi Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB 

 

Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB) dan Bea Balik Nama 

 dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
 Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh 
 (BBN-KB) di Samsat Aceh Timur kurang berkontribusi 
 Timur terhadap terhadap Pendapatan Asli 
 Pendapatan Asli Daerah Daerah (PAD) Provinsi 
 (PAD) Provinsi Aceh Aceh. Namun, laju 
  pertumbuhan terus 
  mengalami peningkatan 
  dengan rata-rata laju 

  pertumbuhan sebesar 7,41%. 

Putra, Anggy; Muh, 

Faisal; Bidin, K 

Riyanti Cici (2017) 

Analisis        Penerimaan 
Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB)di Kota 

Palu. 

a. Pertumbuhan penerimaan 

pajak kendaraan bermotor di 

UPTD Kota Palu fluktuatif. 

b. Efektifitas penerimaan pajak 

kendaraan bermotor di UPTD 

Kota Palu fluktuatif. 

c. Efisiensi penerimaan pajak 

kendaraan bermotor di UPTD 

Kota Palu tahun 2011 sampai 

dengan 2015 dikategorikan 

efisien. 

d. Kontribusi penerimaan pajak 

kendaraan bermotor di UPTD 

Kota Palu fluktuatif. 
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Nama Peneliti Judul Peneliti Hasil Penelitian 

 

Bernardin, Deden 
Edwar Yokeu (2017) 

 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) melalui 

kontribusi Pajak 

Kendaraan Bermotor 

(PKB) 

 

a. Pendapatan dari pajak 

kendaraan bermotor rata- 

rata meningkat setiap 

tahunnya 

b. PAD pada periode 2011- 

2015 mengalami kenaikan, 

namum pada tahun 2011 

PAD merupakan 

penerimaan paling rendah. 

c. Terjadinya peningkatan 

pajak kendaraan bermotor 

akan berdampak meningkat 

pula pendapatan asli daerah. 

 

Muchtar, Muhammad 

; Faisal Abdullah, M; 

Susilowati, Dwi 

(2017) 

 

Analisis          kontribusi 

Pajak Kendaraan 

Bermotor terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Barito Utara. 

 

a. Rata-rata kontribusi pajak 

kendaraan bermotor di 

Kabupaten Barito Utara 

selama lima tahun terakhir 

setiap tahunnya, meskipun 

peningkatannya tidak selalu 

signifikan 

b. Pajak kendaraan bermotor 
jenis Scooter mampu 

memberikan kontribusi 

terbanyak bagi pajak 

kendaraan  bermotor 

Kabupaten Barito Utara. 

Puspitasari, Elfayang 

Rizky Ayu; Rohman, 

Abdul (2014) 

Analisis efektivitas, 

efisiensi dan kontribusi 

Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 

terhadap peningkatan 

PAD Kabupaten Blora 

Tahun 2009-2013.. 

a. Besarnya potensi yang ada 

pada pajak daerah belum 

dioptimalkan oleh 

Pemerintah Daerah 

b. Selama tahun 2009 sampai 

dengan 2013 besarnya 

efektivitas pajak daerah 

masih fluktuatif, 

c. efisiensi pajak daerah dan 

retribusi daerah dalam 

kategori yang efisien. 
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Nama Peneliti Judul Peneliti Hasil Penelitian 

Pontoh, Irene F; Ilat, 

Ventje; Warongan, 

Jessy D L (2017) 

Analisis        Penerimaan 
Pajak  Kendaraan 

Bermotor (PKB) dan Bea 

Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBN-KB) 

dalam Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara 

Peranan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor pada 

Pendapatan Asli Daerah 

terhadap realisasi penerimaan 

PAD Propinsi Sulawesi Utara 

untuk 5 tahun terakhir sangat 

dominan yaitu diantara 51% 

s/d 66%. Sehingga dengan 

demikian penerimaan PKB 

dan BBN-KB adalah 

merupakan kontributor 
terbesar. 

Aliah, Nurul; 

Hamzah, Abubakar; 

Nasir, Muhammad 

(2019) 

Pengaruh  Pajak 

Kendaraan Bermotor 

(PKB) dan Bea Balik 

Nama Kendaraan 

Bermotor (BBN-KB) 

terhadap PAD Aceh 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBN- 

KB) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) kabupaten kota di 

Provinsi Aceh. 

b. Kontribusi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) terhadap Total 

Pendapatan Daerah (TPD) 

relatif rendah. Secara rata-rata 

kontribusi PAD terhadap TPD 

kabupaten kota di Provinsi 

Aceh sebesar 4,69%. 

Prasetya, Putra(2018) Efektivitas Pemungutan 
Pajak Kendaraan 
Bermotor  dalam 
Kontribusinya Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan 

Realisasi PKB berdasarkan 

targetnya di Provinsi Sulawesi 

Selatan selama periode 2013- 

2017 sangat efektif. Tingkat 

efektivitas pemungutan Pajak 

Kendaraan Bermotor dengan 

periode yang sama 

menunjukkan situasi yang 

fluktuatif. Fungsi pajak telah 

cukup diterapkan sehingga 

Kontribusi PKB terhadap 

PAD Provinsi Sulawesi 

Selatan selama periode 2013- 

2017 dalam kategori sedang 

dengan rata-rata 28,51%. 
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Nama Peneliti Judul Peneliti Hasil Penelitian 

Hadi, Seno 
Sudarmono; Dyah, 
Restiyana; Saputri, 
Ayu (2018) 

Analisa Kontribusi Pajak 
Kendaraan Bermotor 
Terhadap Pendapatan 
Asli Daerah Pada BPRD 
DKI Jakarta 

a. Capaian target penerimaan 

PKB tahun anggaran 2012 

sebesar 98,96%. 

b. Kontribusi PKB terhadap 

PAD pada tahun anggaran 

2012 sebesar 18,63%. 

c. Masalah yang dihadapi dalam 

peningkatan penerimaan 

kontribusi PKB terhadap PAD 

diantaranya kurangnya 

kepatuhan wajib pajak dalam 

melakukan pembayaran pajak 

kendaraan, penghindaran tarif 

progresif pajak yang 

dilakukan wajib pajak dan 

adanya kendaraan yang mutasi 

keluar daerah yang 

disebabkan karena tarif pajak 

di Jakarta cenderung lebih 

besar dibandingkan di luar 

daerah. 

 

Hartati; Su’un, 

Muhammad; Junaid, 

Asriani (2019) 

 

Analisis   potensi, 

kontribusi dan efektivitas 

Pajak Kendaraan 

Bermotor    dalam 

meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah 

Pemerintah  Provinsi 

Sulawesi Selatan 

 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

memiliki potensi yang sangat 

besar dalam menunjang PAD 

akan tetapi belum optimal 

dalam penarikan dan 

pengelolaan, 

b. PKB cukup berkontribusi 

signifikan dalam menunjang 

PAD Provinsi Sulawesi 

Selatan, dan 

c. PKB efektif dalam 

mendukung peningkatan PAD 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Hal ini bermakna bahwa Pajak 

Kendaraan Bermotor sangat 

signifikan pengaruhnya dalam 

meningkatkan PAD Provinsi 

Sulawesi Selatan. 
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Nama Peneliti Judul Peneliti Hasil Penelitian 

 

Kantale, Novrisko 

J.L.K; Karamoy, 

Herman; Warongan, 

Jessy D.L (2016) 

 

Analisis Potensi dan 

Kontribusi Penerimaan 

UPTD Samsat Tomohon 

terhadap Pendapatan 

Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan 

Bermotor pada Provinsi 

Sulawesi Utara. 

 

UPTD Samsat Tomohon 

masih berpotensi untuk 

mengumpulkan penerimaan 

yang lebih besar dan 

menambah kontribusinya 

terhadap pendapatan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan 

Bermotor pada Provinsi 

Sulawesi Utara. Rata-rata 

kontribusi dalam 3 tahun 

adalah 3,39% untuk BBNKB 

dan 3.38% untuk sektor PKB. 

 

 

 

2.3. Kerangka Berpikir / Konseptual 

 
Kerangka berfikir diartikan sebagai diagram sebagai alur logika 

sistematika tema yang akan ditulis dimana kerangka berpikir tersebut dibuat 

berdasarkan pertanyaan penelitian. pertanyaan itulah yang menggambarkan 

himpunan, konsep atau mempresentasikan hubungan antara beberapa konsep. 

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang merupakan perpaduan 

antara teori dengan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. 

Penyusunan kerangka berfikir biasanya dimulai dengan kata “diduga”. 

Lembar pembuatannya tidak memuat teori lagi. Tulisannya mengarah pada 

rumusan masalah. Memiliki kemiripan dengan rumusan hipotesis penelitian 

Kerangka konseptual penelitian adalah hubungan antara konsep yang satu 

dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka 

konseptual adalah pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori 
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PENDAPATAN ASLI 

DAERAH 

 
 

yang digunakan dalam penelitian. 

 
Kerangka Konseptual penelitian ini yaitu Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB) sebagai salah satu Pajak Daerah yang memberikan kontribusi terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Penelitian ini akan menghitung berapa besar kontribusi, bagaimana 

efektivitas dan potensi dari pendapatan PKB di UPT Samsat Medan Utara dan 

Medan Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

   

 
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

POTENSI EFEKTIVITAS KONTRIBUSI 

PAJAK 

KENDARAAN 

BERMOTOR 
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BAB-3 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

 
Jika ditinjau dari segi prosedur dan pola yang ditempuh oleh peneliti, 

penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk 

memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, 

yang diperoleh dalam bentuk data-data baik secara tertulis, ucapan lisan, 

ataupun tindakan yang diamati melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

Menurut Sugiyono (2015) metode analisis deskriptif adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan penelitian eksploratif dengan study kasus (case study) yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap 

suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu (Suharsimi Arikunto, 2006). 

Penelitian eksploratif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi 

terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui. Metode 
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penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan 

suatu objek secara relatif mendalam. 

Sedangkan menurut pendapat ahli lainnya studi kasus adalah suatu 

penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan 

memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. 

 

 
3.2. Subjek dan Objek Penelitian 

 

3.2.1. Subjek Penelitian 

 
Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau 

benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran ( 

Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Adapun subyek penelitian dalam 

tulisan ini, adalah UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan BPPRD 

Provinsi Sumatera Utara. 

3.2.2. Objek Penelitian 

 
Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran 

penelitian ( Kamus Bahasa Indonersia; 1989: 622). Menurut (Supranto 

2000: 21) obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa 

orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. 

Adapun Obyek penelitian dalam tulisan ini meliputi : Laporan 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) UPT Samsat Medan Utara 

dan Medan Selatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera 

Utara Tahun Anggaran 2017 – 2021. 
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3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

 
Adapun penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara di UPT Samsat Medan Utara dan 

Medan Selatan, selaku instansi pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor. Waktu Penelitian dimulai pada bulan Februari sampai dengan April 

2022. 

Adapun rencana penelitian dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut dibawah ini : 

 
 

Tabel 3.1 

Rencana Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4. Sumber Data Penelitian 

 
Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2007) sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data 

penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber 

data sekunder. 

KETERANGAN 
2022 

JAN FEB MAR APR MAY JUNI JULI 

Pengajuan Judul        

Pra Riset        

Penyusunan 
Proposal 

       

Bimbingan Proposal        

Seminar Proposal        

Pengumpulan Data        

Bimbingan Tesis        

Seminar Hasil        

Sidang Meja Hijau        
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3.4.1. Sumber Data Primer 

 
Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, 

wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data 

(Sugiyono, 2015: 187). Adapun dalam penelitian ini sumber data primer 

adalah hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dari observasi dari Staf, 

Kepala Seksi, Kepala UPT atau Bagian lain yang berhubungan dengan judul 

penelitian di BPPRD Provinsi Sumatera Utara, UPT Samsat Medan Utara dan 

Medan Selatan. 

3.4.2. Sumber Data Sekunder 

 
Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung 

data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, 

koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti 

pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau dokumen (Sugiyono, 2015: 187). 

 
 

3.5. Unit Analisis 

 

“Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, 

kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas 

individu atau kelompok sebagai subjek penelitian” (Hamidi, 2010). 

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah BPPRD Provinsi Sumatera 

Utara khususnya UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan. 
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3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 
Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Dokumentasi 

 
Digunakan untuk mengumpulkan data atau laporan tertulis dan semua 

peristiwa yang isinya atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa 

tersebut, yang terkait dengan sejarah berdirinya Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, struktur organisasi Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan 

Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Laporan Penerimaan target dan 

realisasi PAD Provinsi Sumatera Utara, Situs Resmi dan lain-lain. 

2. Observasi 

 
Disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan, 

pemerhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. 

Digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan terjadi partisipasi 

langsung dan sistematis terhadap proses yang diteliti dengan cara mendatangi 

lokasi penelitian. 

3. Interview (wawancara) 

 
Interview adalah suatu proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau 

lebih bertatap muka secara langsung. Digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar kontribusi, efektivitas dan potensi Pajak Kendaraan Bermotor sebagai 

sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Menjadi sumber 

data dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 
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Daerah Provinsi Sumatera Utara di UPT Samsat Medan Utara dan Medan 

Selatan dan Pendapat Ahli atau Pakar yang berhubungan dengan Pajak 

Kendaraan Bermotor. 

Pendekatan yang digunakan dalam wawancara penelitian adalah dengan 

menggunakan petunjuk umum dalam berwawancara, yaitu: 

a. Peneliti mengadakan sosialisasi terlebih dahulu sehingga peneliti 

diketahui/dikenal oleh informan. 

b. Diusahakan untuk menjalin keakraban peneliti dengan para informan. 

 
c. Peneliti menggunakan pokok pertanyaan yang mudah dijawab oleh 

informan. 

Kisi-kisi Wawancara adalah sebuah tabel yang menunjukkan hubungan 

antara hal-hal yang disebutkan dalam kolom. Kisi-kisi penyusunan instrument 

menunjukkan kaitan antara variabel yang diteliti dengan sumber data dari 

mana data akan diambil, metode yang digunakan dan instrumennya yang 

disusun. 

Kisi-kisi wawancara dalam penelitian ini difokuskan pada informasi 

seputar variabel penelitian yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Bagaimana 

kontribusi, efektivitas dan potensinya terhadap Pendapatan Asli Daerah 

dengan informan dari BPPRD dan Samsat Medan Utara dan Medan Selatan. 

 

 
3.7. Analisis Data 

 
Menurut Sugiyono (2015) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 
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lapangan, dan bahan- bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif 

adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, 

dan selanjutnya dikembangkan. 

Pada teknik analisis data ini, penulis menggunakan model analisis data 

interaktif Miles and Huberman (1984). Menurut Miles and Huberman (dalam 

Sugiyono, 2015) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data 

model Miles and Huberman (1984), yaitu : data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification. 

a) Data Reduction (Reduksi Data) 

 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, 

maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu 

segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting , dicari tema dan polanya. 

b) Data Display 

 
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 
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Reduksi Data 

Pengumpulan 

Data 

 

 

 

 

 

Verifikasi/Pen 

arikan 

Kesimpulan 

Penyajian Data 

 
 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan 

menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian maka 

dapat dibantu dengan mencantumkan table, grafik atau gambar. 

c) Conclusion Drawing/Verivication 

 
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, 

karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang- 

remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif. Hipotesis atau teori. 

Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data 
 

interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut: 
 

Gambar 3.1. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman 
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3.8. Keabsahan Data 

 

Selain menganalisis data, peneliti juga harus menguji keabsahan data 

agar memperoleh data yang valid. Untuk menetapkan keabsahan data tersebut 

diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam pengecekan keabsahan data dengan 

metode kualitatif diperlukan rencana uji keabsahan yang meliputi uji 

kredibilitas data, uji dependabilitas, uji transferabilitas dan uji 

konfirmabilitas. Namun yang lebih utama adalah uji kredibilitas data yang 

meliputi : 

1. Ketekunan/Keajegan Pengamatan. 

 

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang 

konstan.Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur- 

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut. 

Ketekunan pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan cara teliti, terus 

menerus, dan secara cermat agar diperoleh hasil yang akurat dan terhindar dari 

hal yang tidak diinginkan. 

2. Triangulasi 

 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi triangulasi berarti cara terbaik 

untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksikenyataan yang ada 

dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai 
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kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Triangulasi pada penelitian 

ini adalah triangulasi metode yang dilakukan dengan membandingkan dan 

mengecek suatu informasi yang diperoleh dari data hasil wawancara dan data 

hasil observasi selama proses pembelajaran berlangsung. 
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BAB-4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian 

 
4.1.1. Sejarah Badan  Pengelolaan Pajak dan Retribusi  Daerah Sumatera 

Utara 

 

Pengelolaan pendapatan daerah pada awalnya berada dalam koordinasi Biro 

Keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang didalamnya terdapat 

Bagian Pajak dan Pendapatan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 

tentang susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, Biro 

Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan sejak tanggal 16 Mei 1973. 

Dengan demikian Bagian Pajak dan Pendapatan juga berubah menjadi Sub 

Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan. 

 
Pada tanggal 21 Maret 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah 

ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Perubahan Sub Direktorat 

Pendapatan Daerah menjadi Direktorat Pendapatan Daerah berdasarkan Surat 

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 137/II/GSU tanggal 21 Maret 1975 

sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Firmat 

7/15/3/74 tanggal 7 November 1974. 

 

Pada tanggal 31 Maret 1976, Direktorat Pendapatan Daerah berubah 

menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Perubahan Direktorat Pendapatan Daerah 
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menjadi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU sebagai tindak lanjut dari 

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tentang 

pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia 1 

September 1975. 

 
Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 

 

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016 Dinas Pendapatan 

Daerah Provinsi Sumatera Utara berubah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan 

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka diterbitkan Peraturan 

Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi 

Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

 

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 

 

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara 

dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah 

Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 

22 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Tugas Badan 
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Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah 

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pajak dan Retribusi Daerah serta 

pendapatan lainnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu. 

 
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara meyelenggarakan fungsi : 

 

1. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan 

pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang 

pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. 

2. Penyelenggaraan pengelolaan bahan/data untuk penyempurnaan dan 

penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan Pajak 

dan Retribusi Daerah. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Pajak dan 

Retribusi Daerah 

4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Tujuan dan Sasaran Organisasi 

 
 

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor 

kunci keberhasilan (Critical Succes Factor). Penetapan tujuan akan mengarah ke : 

 

1. Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara 

 

2. Meningkatkan kualitas aparatur dalam pemberdayaan potensi daerah 

sebagai sumber penerimaan daerah. 
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3. Miningkatkan kualitas pelayanan. 

 
 

Sedangkan sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi 

Sumatera Utara adalah : 

 

1. Terwujudnya penerimaan daerah yang optimal. 

 

2. Bertambahnya jumlah personil Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kemampuan dan 

kemauan untuk menggali potensi Pendapatan Daerah. 

3. Berambahnya jumlah potensi objek dan subjek pajak dan retribusi 

daerah. 

 

4.1.1.1. Unit Pelaksana Teknik (UPT) Samsat 

 
 

Samsat adalah singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap 

(One-stop Administration Services Office), yaitu sistem administrasi yang dibentuk 

untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang 

kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. 

 

(1). UPT Samsat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di 

bidang pajak dan retribusi Daerah 

 
(2). UPT Samsat menyelenggarakan fungsi 

 
 

 Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pajak dan 

retribusi daerah 

 Penyelenggaraan pelayanan di bidang pajak dan retribusi daerah 
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Samsat Induk 

 

Adalah Samsat Utama yang membawahi Samsat-Samsat yang membuka 

pelayanan di luar Samsat Induk (atau yang biasa disebut Samsat Unggulan). Samsat 

sendiri adalah singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (One-stop 

Administration Services Office), yaitu sistem administrasi yang dibentuk untuk 

memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang 

kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Di dalam Samsat, terdapat tiga 

instansi, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda), dan PT Jasa Raharja. 

 

Jenis-jenis administrasi pelayanan yang bisa dilayani di Samsat Induk yaitu: 

 
 

1. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pengesahan STNK 

tahunan (Penul 1 tahun). 

2. Registrasi Kendaraan dan Perubahan Nomor Polisi 5 tahunan (Penul 5 

tahun) 

3. Proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kendaraan 

Baru (BBN 1) 

4. Proses ganti kepemilikan kendaraan bermotor (BBN 2) 

 
5. Proses Mutasi Kendaraan Bermotor baik dari luar (mutasi masuk) 

maupun yang akan ke luar (mutasi keluar) 

6. Pencetakan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) / 

bukti pembayaran PKB setelah melakukan pembayaran di E-Samsat 

7. Pencetakan STNK duplikat karena kehilangan STNK yang lama 
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Unit Pelaksana Teknik (UPT) Samsat 

 
 

(1). UPT Samsat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan 

di bidang pajak dan retribusi Daerah 

 

(2). UPT Samsat menyelenggarakan fungsi 

 
 

 Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis di bidang pajak dan 

retribusi daerah 

 Penyelenggaraan pelayanan di bidang pajak dan retribusi daerah 

 
 

UPT Samsat Medan Utara 

 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kota Medan ini 

beralamat di Jl. Putri Hijau No. 14, Medan. Bertugas untuk mengadministrasi 

kebutuhan masyarakat bidang lalu lintas seperti perpanjang pajak STNK atau 

kendaraan bermotor. Selain fungsi tersebut, kantor Samsat ini juga melayani 

masyarakat untuk membuat SIM baik SIM A mobil, SIM C motor, dan lainnya. 

Samsat Medan Utara juga melayani perpanjangan SIM bagi masyarakat yang surat 

izin mengemudinya sudah kadaluarsa. Untuk perpajakan kendaraan, terdapat 

layanan Samsat online dimana masyarakat dapat membayar pajak secara online 

melalui aplikasi e-samsat. Pada aplikasi tersebut, terdapat layanan untuk cek pajak 

kendadaraan motor atau mobil, informasi syarat bayar pajar motor dan mobil, cek 

data pemilik kendaraan, cek data plat nomor, informasi tarif perpanjangan pajak 

motor dan mobil dan lainnya. 
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Kecamatan yang menjadi Wilayah Kerja UPT Samsat Medan Utara terdiri 

atas 17 Kecamatan yaitu Kecamatan Medan Sunggal, Medan Sunggal D/S, Medan 

Timur, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Belawan, Medan Area, Medan Baru, 

Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Perjuangan, Medan Deli, Medan 

Labuhan Deli, Hamparan Perak, Batang Kuis, Percut Si Tuan, dan STM Hilir. 

 
 

Daftar Pelayanan (Samsat Medan Utara) 
 
 

No Nama Pelayanan Jenis Pelayanan 

1 Gerai Samsat Tembung SAMSAT GERAI 

2 Gerai Samsat Kampung Lalang SAMSAT GERAI 

3 Gerai Samsat Marelan SAMSAT GERAI 

4 Gerai Samsat Simpang Kantor SAMSAT GERAI 

5 Samsat Medan Utara SAMSAT INDUK 

6 Medan Utara (1) BUS SAMSAT KELILING 

7 Drive Thru BUS SAMSAT KELILING 

8 Medan Utara BUS SAMSAT KELILING 

9 Plaza Medan Fair SAMSAT CORNER 

10 Corner Jati Junction SAMSAT CORNER 

11 P.T. Bank Sumut SAMSAT DRIVE THRU 

 

 

UPT Samsat Medan Selatan 

 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kota Medan ini 

beralamat di Jl. Sisingamangaraja Km 5,5 (Sp. Limun), Medan. Bertugas untuk 

https://goo.gl/maps/EqzAuXfbJ5gipUPz8
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mengadministrasi kebutuhan masyarakat bidang lalu lintas seperti perpanjang pajak 

STNK atau kendaraan bermotor. Selain fungsi tersebut, kantor Samsat ini juga 

melayani masyarakat untuk membuat SIM baik SIM A mobil, SIM C motor, dan 

lainnya. Samsat Medan Utara juga melayani perpanjangan SIM bagi masyarakat 

yang surat izin mengemudinya sudah kadaluarsa. Untuk perpajakan kendaraan, 

terdapat layanan Samsat online dimana masyarakat dapat membayar pajak secara 

online melalui aplikasi e-samsat. Pada aplikasi tersebut, terdapat layanan untuk cek 

pajak kendadaraan motor atau mobil, informasi syarat bayar pajar motor dan mobil, 

cek data pemilik kendaraan, cek data plat nomor, informasi tarif perpanjangan pajak 

motor dan mobil dan lainnya. 

Daftar Pelayanan (Samsat Medan Selatan) 
 
 

No Nama Pelayanan Jenis Pelayanan 

1 Gerai Samsat Delitua SAMSAT GERAI 

2 Gerai Samsat Tuntungan SAMSAT GERAI 

3 Gerai Samsat Mandala SAMSAT GERAI 

4 Samsat Medan Selatan SAMSAT INDUK 

5 Medan Selatan (1) BUS SAMSAT KELILING 

6 Medan Selatan (2) BUS SAMSAT KELILING 

7 Medan Selatan (3) BUS SAMSAT KELILING 

8 Sun Plaza SAMSAT CORNER 

 

 

Kecamatan yang menjadi Wilayah Kerja UPT Samsat Medan Selatan terdiri 

atas 15 Kecamatan yaitu Kecamatan Biru-biru, Delitua, Kutalimbaru, Medan 
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Amplas, Medan Denai, Medan Johor, Medan Kota, Medan Maimun, Medan 

Polonia, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Namorambe, Pancurbatu, Patumbak, 

dan Sibolangit. 

 

 
4.2. Temuan Penelitian 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang sah. Pajak Kendaraan Bermotor termasuk dalam Pajak Daerah. 

Penentuan penganggaran untuk Pajak Kendaraan Bermotor khususnya di 

Provinsi Sumatera Utara untuk UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan, 

disusun berdasarkan history dari penerimaan PKB di tahun sebelumnya saja. 

Padahal setiap tahun terjadi penambahan objek pajak baru yang tentunya harus 

diperhitungkan dalam penentuan penganggaran penerimaan PKB Provinsi 

Sumatera Utara. Sehingga atas kondisi tersebut, setiap tahun realisasi penerimaan 

PKB Provinsi Sumatera Utara akan selalu tercapai dan efektif jika penambahan 

objek pajak baru ini tidak diperhitungkan. 

 
 

4.2.1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor 

 

Kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebagai sumbangan 

yang diberikan oleh pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara. Nilai 

kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus kontribusi dari 
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Halim (2004), yaitu : 

 

Realisasi PKB 

Kontribusi PKB = x 100% 

Realisasi Penerimaan PAD 

 
 

Untuk kriteria kontribusi sesuai dengan penilaian berdasarkan pada tabel 2.1 

perihal Klasifikasi kriteria kontribusi. 

 
 

4.2.1.1. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara. 

 

Kontribusi PKB terhadap PAD dihitung berdasarkan realisasi PKB dibagi 

dengan realisasi penerimaan PAD. Berikut data penerimaan PKB dan PAD Provinsi 

Sumatera Utara dari tahun 2017 – 2021 : Pada tahun 2017, kontribusi PKB sebesar 

34,15% berasal dari realisasi PKB sebesar Rp. Rp. 1.835.216.475.836 dibagi 

dengan realisasi PAD sebesar Rp. 5.374.664.884.106. Pada tahun 2018 kontribusi 

PKB sebesar Rp. 2.048.416.695.396 dibagi jumlah PAD yaitu Rp. 

5.824.116.317.372 maka kontribusi PKB di tahun 2018 35,17%. Di tahun 2019, 

PKB berkontribusi sebesar Rp. 1.995.480.813.304 dibagi dengan realisasi PAD Rp. 

5.073.615.967.846 atau sebesar 39,33%. Pada tahun 2020, kontribusi PKB sebesar 

Rp. 2.129.303.940.098 atau sebesar 41,98% terhadap realisasi PAD yang sebesar 

Rp. 5.071.597.922.390. Lalu di tahun 2021, kontribusi PKB terhadap PAD yaitu 

sebesar Rp. 2.267.830.152.008 atau sebesar 63,06% dari realisasi PAD yang 

berjumlah Rp. 3.596.307.513.746. Data-data tersebut diatas, terlampir dalam tabel 

dibawah ini 
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Tabel 4.1 

Kontribusi PKB terhadap PAD 

 

Tahun Realisasi PKB Realisasi PAD Kontribusi Kategori 

1 2 3 4 = 2/3 5 

2017 1.835.216.475.836 5.374.664.884.106 34,15% Cukup Baik Berkontribusi 

2018 2.048.416.695.396 5.824.116.317.372 35,17% Cukup Baik Berkontribusi 

2019 1.995.480.813.304 5.073.615.967.846 39,33% Cukup Baik Berkontribusi 

2020 2.129.303.940.098 5.071.597.922.390 41,98% Baik Berkontribusi 

2021 2.267.830.152.008 3.596.307.513.746 63,06% Sangat Baik Berkontribusi 
Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (diolah) 

 

 

 

Dari tabel 4.1. diatas perihal kontribusi PKB terhadap PAD, terlihat bahwa 

kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya dari 2017 – 2021 terus 

meningkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 

2017-2019, PKB kategori kontribusi PKB terhadap PAD yaitu cukup baik 

berkontribusi, sedangkan di tahun 2020 kategorinya baik berkontribusi dan di tahun 

2021 sangat baik berkontribusi. 

Selain itu, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor juga memberikan 

kontribusi terbesar terhadap PAD Sumatera Utara. Kenaikan kontribusi yang 

signifikan dari PKB terhadap PAD Sumatera Utara pada tahun 2021 karena adanya 

kenaikan dari jumlah pendapatan PKB yaitu dari Rp.2.129.303.940.098 menjadi 

2.267.830.152.008 atau naik sebesar Rp. 138.526.211.910 atau sebesar 6,51 % dari 

tahun 2020. Selain itu, kontribusi PKB menjadi sangat besar terhadap PAD Provinsi 

Sumatera Utara karena realisasi penerimaan PAD Provinsi Sumatera Utara di tahun 

2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.475.290.408.644 atau turun sebesar 

29,09 % dibandingkan tahun 2020. 

Kondisi ini salah satu sebabnya dikarenakan adanya pandemi Covid 19 dari 
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awal tahun 2020. Dimana dari data PAD di tahun 2021, terjadi koreksi penerimaan 

pendapatan yang cukup tajam di tahun 2021, namun PKB sebagai salah satu sumber 

pendapatan PAD masih bisa memberikan kontribusi terbaiknya sehingga sangat 

membantu jumlah realisasi PAD. Artinya, penurunan realisasi PAD Provinsi 

Sumatera Utara berasal dari sumber penerimaan PAD yang lainnya. 

Di tahun 2021, PKB sangat baik berkontribusi terhadap PAD Provinsi 

Sumatera Utara yaitu sebesar Rp. 2.267.830.152.008 atau sebesar 63,06% dari 

jumlah PAD Provinsi Sumatera Utara. 

 
 

4.2.1.2.Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Utara terhadap PAD Provinsi 

Sumatera Utara 

Jika dilihat dari kontribusi PKB berdasarkan UPT, kontribusi PKB dari UPT 

Samsat Medan Utara terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara 

dihitung berdasarkan realisasi PKB dibagi dengan realisasi PAD, dalam hal ini 

berarti realisasi penerimaan PKB dari UPT. Pada tahun 2017, realisasi PKB dari 

UPT Samsat Medan Utara yaitu sebesar Rp. 969.666.337.952 atau sebesar 18,04% 

dari realisasi PAD yang sebesar Rp. 5.374.664.884.106. Sedangkan di tahun 2018, 

realisasi PKB nya sebesar Rp. 1.038.399.521.426 dibagi realisasi PAD sebesar Rp. 

5.824.116.317.372 maka kontribusi nya sebesar 17,83%. Tahun 2019, realisasi 

PKB sejumlah Rp. 963.924.065.599 dibagi dengan realisasi PAD sebesar Rp. 

5.073.615.967.846, maka kontribusinya sebesar 19%. Pada tahun 2020, realisasi 

PKB dari UPT Samsat Medan Utara sebesar Rp. 1.027.643.719.890 dibagi dengan 

realisasi PAD sebesar Rp. 5.071.597.922.390, maka kontribusi PKB sebesar 
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20,26%. Di tahun 2021, kontribusi PKB sebesar 31,47% berasal dari realisasi PKB 

sebesar Rp. 1.131.646.760.992 dibagi dengan realisasi PAD yaitu Rp. 

3.596.307.513.746. Data-data diatas terangkum dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 4.2 

Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Utara terhadap PAD Provinsi 

Sumatera Utara 
 

Tahun 

 

Realisasi PAD 
Realisasi PKB 

Medan Utara 

Kontribusi 

Medan Utara 

 

Kategori Medan Utara 

2017 5.374.664.884.106 969.666.337.952 18,04% Kurang Berkontribusi 

2018 5.824.116.317.372 1.038.399.521.426 17,83% Kurang Berkontribusi 

2019 5.073.615.967.846 963.924.065.599 19,00% Kurang Berkontribusi 

2020 5.071.597.922.390 1.027.643.719.890 20,26% Sedang Berkontribusi 

2021 3.596.307.513.746 1.131.646.760.992 31,47% Cukup Baik Berkontribusi 

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat 

Medan Utara (diolah). 

 

 
Berdasarkan data tabel 4.2. diatas, perihal Kontribusi PKB dari UPT 

Samsat Medan Utara terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara, setiap tahun kecuali 

di tahun 2018 mengalami peningkatan secara persentase. Pada tahun 2017-2019, 

kontribusi penerimaan PKB dari UPT Samsat Medan Utara terhadap PAD Provinsi 

Sumatera Utara yaitu 18,04%, 17,83% dan 19% sehingga kategorinya yaitu kurang 

berkontribusi. Sementara kategori di tahun 2020 yaitu 20,26% dengan kategori 

sedang berkontribusi. Kenaikan persentase kontribusi tertinggi terjadi di tahun 2021 

dengan jumlah penerimaan PKB di UPT sebesar Rp. 1.131.646.760.992 atau naik 

sebesar 11,21% dibandingkan kontribusi di tahun 2020. Walau kategori kontribusi 

PKB UPT Samsat Medan Utara di tahun 2021 sebesar 31,47 % hanya masuk dalam 

kategori cukup baik berkontribusi, namun jumlah kontribusi tersebut adalah yang 

terbesar bila dibandingkan dengan UPT lainnya. Hanya secara kumulatif 

berdasarkan jumlah penerimaan PKB di Provinsi Sumatera Utara dari seluruh UPT 
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Samsat memberikan kontribusi sebesar 63,06% dengan kategori berkontribusi 

sangat baik terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara. 

 

Tabel 4.3 

Jumlah pendapatan PKB dari Gerai di UPT Samsat Medan Utara 

KETERANGAN 2019 2020 2021 TOTAL 
1 2 = 2/Total UPT 3 = 3/Total UPT 4 = 4/Total UPT 5 = 5/Total UPT 

Gerai Tembung 16.214.383.896 12.472.983.770 17.123.700.125 45.811.067.791 

Gerai Kampung Lalang 24.758.701.958 24.427.509.434 26.796.723.694 75.982.935.086 

Gerai Marelan 16.121.782.483 14.898.672.582 18.995.178.113 50.015.633.178 

Gerai Simpang Kantor 13.468.959.906 14.475.507.678 16.950.424.823 44.894.892.407 

Samkel I 21.987.591.198 22.985.737.704 21.251.554.379 66.224.883.281 

Samkel II 3.858.877.746 16.793.871.465 45.939.949.678 66.592.698.889 

Samkel Drive Thru 17.256.879.439 24.734.745.841 24.222.081.173 66.213.706.453 

Plaza Medan Fair 174.094.929.624 97.590.120.946 116.257.062.778 387.942.113.348 

Gerai Jati Junction 35.436.808.626 32.517.942.103 16.383.877.439 84.338.628.168 

Drive Thru Bank Sumut 57.907.536.376 83.395.991.555 96.314.994.672 237.618.522.603 

Samsat Induk 582.817.614.347 683.350.636.812 731.411.214.118 1.997.579.465.277 

Total 963.924.065.599 1.027.643.719.890 1.131.646.760.992 3.123.214.546.481 

Sumber: UPT Samsat Medan Utara (diolah). 

 

 
Kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Utara berasal dari kontribusi 

gerai-gerai yang ada di wilayah kerja UPT Samsat Medan Utara seperti pada tabel 

4.3 diatas yaitu Gerai Tembung, Kampung Lalang, Marelan, Simpang Kantor, 

Samkel I, Samkel II, Samkel Drive Thru, Plaza Medan Fair, Gerai Jati Junction 

Crive Thru Bank Sumut dan termasuk dari Samsat Induk. 

Dari data jumlah kontribusi gerai pada table 4.3. diatas, persentase 

kontribusi setiap gerai terhadap UPT Samsat Medan Utara dihitung dari jumlah 

pendapatan PKB masing-masing gerai dibagi dengan total pendapatan PKB UPT 

disetiap tahun berjalan. Beriku detail kontribusi pergerai di UPT Samsat Medan 

Utara. 
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Kontribusi dari masing-masing gerai di tahun 2019 yaitu untuk gerai 

Tembung dengan jumlah PKB sebesar Rp. 16.214.383.896 dibagi dengan total 

pendapatan PKB UPT Samsat Medan Utara yaitu Rp.963.924.065.599 maka 

kontribusi pendapatan PKB dari Gerai Tembung adalah sebesar 1,68% terhadap 

pendapatan PKB UPT Samsat Medan Utara. Kontribusi PKB dari Gerai Kampung 

Lalang ditahun 2019 sebesar Rp.24.758.701.958 dibagi dengan total pendapatan 

PKB UPT Samsat Medan Utara yaitu Rp.963.924.065.599 maka kontribusi 

pendapatan PKB dari Gerai Kampung Lalang yaitu 2,57% terhadap pendapatan 

PKB UPT Samsat Medan Utara. Demikian rumus seterusnya untuk UPT lainnya di 

tahun 2019. 

Sementara utk pendapatan PKB di tahun 2020 dihitung sama seperti di 

tahun 2019 yaitu pendapatan PKB dari UPT dibagi dengan total pendapatan PKB 

di UPT Samsat Medan Utara pd tahun berjalan. Pendapatan PKB tahun 2020 dari 

Gerai Tembung sebesar Rp. 12.472.983.770 dibagi dengan total pendapatan UPT 

Samsat Medan Utara di tahun 2020 sebesar Rp. 1.027.643.719.890 maka kontribusi 

pendapatan PKB dari Gerai Tembung terhadap UPT Samsat Medan Utara yaitu 

1,21%. Gerai Kampung Lalang berkontribusi sebesar Rp. 24.427.509.434 dibagi 

dengan total pendapatan UPT Samsat Medan Utara di tahun 2020 sebesar Rp. 

1.027.643.719.890 maka kontribusi pendapatan PKB dari Gerai Kampung Lalang 

terhadap UPT Samsat Medan Utara yaitu 2,38%. Demikian seterusnya untuk UPT 

lainnya di tahun 2020. 

Pada tahun 2021, kontribusi pendapatan PKB dari Gerai Tembung sebesar 

Rp. 17.123.700.125 dibagi dengan total pendapatan UPT Samsat Medan Utara di 
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tahun 2021 sebesar Rp. 1.131.646.760.992 maka kontribusi pendapatan PKB dari 

Gerai Tembung terhadap UPT Samsat Medan Utara yaitu 1,51%. Sedangkan untuk 

Gerai Kampung Lalang kontribusi pendapatan PKB pada tahun 2021 sebesar Rp. 

26.796.723.694 dibagi dengan total pendapatan UPT Samsat Medan Utara di tahun 

2021 sebesar Rp. 1.131.646.760.992 maka kontribusi pendapatan PKB dari Gerai 

Kampung Lalang terhadap UPT Samsat Medan Utara yaitu 2,37%. Demikian 

selanjutnya untuk UPT lainnya di tahun 2021. Berikut rekap persentase kontribusi 

pendapatan PKB dari masing-masing gerai terhadap pendapatan PKB di UPT 

Samsat Medan Utara. 

Tabel 4.4 

Persentase kontribusi PKB dari Gerai di UPT Samsat Medan Utara 
 

KETERANGAN 2019 2020 2021 TOTAL 

Gerai Tembung 1,68% 1,21% 1,51% 1,47% 

Gerai Kampung Lalang 2,57% 2,38% 2,37% 2,43% 

Gerai Marelan 1,67% 1,45% 1,68% 1,60% 

Gerai Simpang Kantor 1,40% 1,41% 1,50% 1,44% 

Samkel I 2,28% 2,24% 1,88% 2,12% 

Samkel II 0,40% 1,63% 4,06% 2,13% 

Samkel Drive Thru 1,79% 2,41% 2,14% 2,12% 

Plaza Medan Fair 18,06% 9,50% 10,27% 12,42% 

Gerai Jati Junction 3,68% 3,16% 1,45% 2,70% 

Drive Thru Bank Sumut 6,01% 8,12% 8,51% 7,61% 

Samsat Induk 60,46% 66,50% 64,63% 63,96% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Sumber: UPT Samsat Medan Utara (diolah). 

 

 
Jika dilihat berdasarkan kontribusi penerimaan PKB di UPT Samsat Medan 

Utara berdasarkan dari Gerai / Corner di wilayah Kerja UPT, sesuai data di Tabel 

4.3 dan 4.4 perihal Kontribusi PKB dari Gerai di UPT Samsat Medan Utara, maka 

Gerai / corner yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan PKB di 
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UPT Samsat Medan Utara yaitu Gerai Plaza Medan Fair dengan kontribusi sebesar 

12,42% dari total kontribusi Gerai / Corner di UPT Samsat Medan Utara dari tahun 

2019 – 2021. Kontribusi tertinggi di UPT Samsat Medan Utara masih berasal dari 

kantor Samsat Induk dengan kontribusi rata-rata sebesar 63,96% dari tahun 2019- 

2021. 

 
 

4.2.1.3.Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD Provinsi 

Sumatera Utara. 

Persentase kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD 

pada tahun 2019 dihitung berdasarkan rumus realisasi PKB sebesar Rp. 

230.943.225.556 dibagi dengan realisasi PAD yaitu Rp. 5.374.664.884.106 maka 

kontribusinya yaitu sebesar 4,30% di tahun 2017. Ditahun 2018 realisasi PKB 

sebesar Rp. 235.088.787.147 dibagi dengan realisasi PAD sebesar Rp. 

5.824.116.317.372 maka kontribusi dari UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD 

yaitu 4,04%. Pada tahun 2019, realisai PKB UPT Samsat Medan Selatan sebesar 

Rp. 227.130.749.050 dibagi dengan realisai PAD sebesar Rp. 5.073.615.967.846, 

maka kontribusinya yaitu 4,48%. Realisai PKB UPT Samsat Medan Selatan pada 

tahun 2020 yaitu Rp. 249.689.681.069 dibagi dengan realisasi PAD sebesar Rp. 

5.071.597.922.390, maka kontribusinya sebesar 4,92%. Pada tahun 2021, realisasi 

PKB sebesar Rp. 249.973.233.211 dibagi dengan realisasi PAD sebesar 

3.596.307.513.746 maka kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan terhadap 

PAD di tahun 2021 yaitu 6,95%. 
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Tabel 4.5 

Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD Provinsi 

Sumatera Utara 
 

Tahun 

 

Realisasi PAD 
Realisasi PKB 

Medan Selatan 

Kontribusi 

Medan 

Selatan 

 

Kategori Medan Selatan 

2017 5.374.664.884.106 230.943.225.556 4,30% Sangat Kurang Berkontribusi 

2018 5.824.116.317.372 235.088.787.147 4,04% Sangat Kurang Berkontribusi 

2019 5.073.615.967.846 227.130.749.050 4,48% Sangat Kurang Berkontribusi 

2020 5.071.597.922.390 249.689.681.069 4,92% Sangat Kurang Berkontribusi 

2021 3.596.307.513.746 249.973.233.211 6,95% Sangat Kurang Berkontribusi 

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat 

Medan Selatan (diolah). 

 

 
Diatas adalah Rekap data kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan 

dan kategori kontribusinya terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan 

data pada tabel 4.5 diatas. perihal Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Selatan 

terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara,dari tahun 2017-2021 kontribusinya 

sebesar 4,30%, 4,04%, 4,48%, 4,92% dan 6,95%. Kontribusi ini masuk dalam 

kategori sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Namun secara jumlah dan 

persentase, kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan setiap tahun 

mengalami kenaikan. Selain itu, kontribusi penerimaan PKB dari UPT Samsat 

Medan Selatan sendiri secara jumlah dan persentase terhadap penerimaan PKB 

Provinsi Sumatera Utara termasuk UPT nomor 2 terbesar berkontribusi setelah UPT 

Samsat Medan Utara. 

Kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan ini berasal dari kontribusi 

gerai-gerai yang ada di wilayah kerja UPT Samsat Medan Selatan. dengan perincian 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 

Jumlah pendapatan PKB dari Gerai di UPT Samsat Medan Selatan 

KETERANGAN 2019 2020 2021 TOTAL 

1 2 = 2/Total UPT 3 = 3/Total UPT 4 = 4/Total UPT 5 = 5/Total UPT 

Samsat Keliling I 7.928.096.795 13.392.846.919 12.876.031.690 34.196.975.404 

Samsat Keliling II 9.788.451.134 15.611.746.378 10.988.491.001 36.388.688.513 

Samsat Keliling III - 557.884.182 17.246.940.133 17.804.824.315 

Gerai Delitua 10.744.868.002 12.053.960.236 13.614.040.050 36.412.868.288 

Gerai Tuntungan 8.219.686.830 9.462.477.236 11.557.416.235 29.239.580.301 

Gerai Mandala 249.129.660 9.545.677.539 11.024.579.857 20.819.387.056 

Gerai Sun Plaza 60.907.387.301 38.323.440.969 32.071.894.747 131.302.723.017 

Samsat Induk 129.293.129.328 150.741.647.610 ############# 420.628.616.436 

Total UPT 227.130.749.050 249.689.681.069 249.973.233.211 726.793.663.330 

Sumber: UPT Samsat Medan Selatan (diolah). 

 

 
Dari data jumlah kontribusi gerai diatas, persentase kontribusi setiap gerai 

terhadap UPT Samsat Medan Selatan dihitung dari jumlah pendapatan PKB 

masing-masing gerai dibagi dengan total pendapatan PKB UPT disetiap tahun 

berjalan. Sehingga didapatkan kontribusi dari masing-masing gerai di tahun 2019 

yaitu untuk gerai Samsat Keliling I sebesar Rp. 7.928.096.795 dibagi dengan total 

realisasi PKB ditahun 2019 yaitu Rp. 227.130.749.050, maka kontribusi dari gerai 

Samsat Keliling I di tahun 2019 yaitu 3,49%. Sedangkan kontribusi gerai Samsat 

Keliling II di tahun 2019 sebesar Rp.9.788.451.134 dibagi dengan total realisasi 

PKB ditahun 2019 yaitu Rp. 227.130.749.050, maka kontribusi dari gerai Samsat 

Keliling II di tahun 2019 yaitu 4,31%. Demikian selanjutnya untuk menghitung 

kontribusi di gerai lainnya untuk tahun 2019-2021. Berikut rekap kontribusi 

pendapatan PKB dari masing-masing gerai terhadap UPT Samsat Medan Selatan 

dalam tabel 4.7. dibawah ini. 
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Tabel 4.7 

Kontribusi PKB dari Gerai di UPT Samsat Medan Selatan 

 

KETERANGAN 2019 2020 2021 TOTAL 

Samsat Keliling I 3,49% 5,36% 5,15% 4,71% 

Samsat Keliling II 4,31% 6,25% 4,40% 5,01% 

Samsat Keliling III 0,00% 0,22% 6,90% 2,45% 

Gerai Delitua 4,73% 4,83% 5,45% 5,01% 

Gerai Tuntungan 3,62% 3,79% 4,62% 4,02% 

Gerai Mandala 0,11% 3,82% 4,41% 2,86% 

Gerai Sun Plaza 26,82% 15,35% 12,83% 18,07% 

Samsat Induk 56,92% 60,37% 56,24% 57,87% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Sumber: UPT Samsat Medan Selatan (diolah). 

 

 
Gerai / Corner yang memberikan kontribusi terbesar di wilayah kerja UPT 

Samsat Medan Selatan berdasarkan Tabel 4.7 perihal Kontribusi PKB dari Gerai di 

UPT Samsat Medan Selatan yaitu Gerai Sun Plaza sebesar 26,82% di tahun 2019, 

15,35% ditahun 2020 dan 12,83% ditahun 2021. Sementara pendapatan PKB di 

UPT Samsat Medan Selatan secara keseluruhan terbesar masih berasal dari kantor 

Samsat Induk dengan rata-rata kontribusi dari tahun 2019-2021 sebesar 57,87%. 

Jika dibandingkan dengan kontribusi dari UPT Samsat Medan Utara, 

kontribusi dari UPT Samsat Medan Selatan memang jauh lebih rendah dari UPT 

Samsat Medan Utara. Hal ini disebabkan antara lain karena UPT Samsat Medan 

Utara adalah Samsat Induk dan UPT Samsat pertama di provinsi Sumatera Utara. 

Sehingga masyarakat sudah sangat mengetahui lokasi dan pelayanan yang lengkap 

di UPT Samsat Medan Utara tersebut dibandingkan dengan di UPT Samsat Medan 

Selatan. 

Selain itu, dari hasil penelitian terhadap aktivitas sosialisasi yang dilakukan 

oleh ke 2 UPT yaitu Samsat Medan Utara dan Medan Selatan, sosialisasi yang 
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dilakukan oleh UPT Samsat Medan Utara aktivitas usahanya dalam meningkatkan 

pendapatan PKB memang lebih banyak dan lebih luas. Diantaranya yaitu melalui 

media Surat Kabar, Spanduk dan Brosur. Selain itu kemudahan dalam pembayaran 

oleh Wajib Pajak juga di fasilitasi dengan banyaknya Gerai atau Samsat Keliling 

dilokasi-lokasi strategis untuk memudahkan menjangkau domisili Wajib Pajak. 

Selain pembayaran secara langsung, juga dilakukan pembayaran secara online 

melalui aplikasi E-Channel Sumut Bermartabat dan E-Signal dimana pembayaran 

Pajak Kendaraan Bermotor bisa dilakukan di banyak tempat pembayaran seperti 

Indomaret, Alfamart dan pembayaran melalui banyak bank lainnya. Di UPT Samsat 

Medan Utara juga menyediakan adanya UPT Penyuluhan. Hal ini tentunya 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak 

Kendaraan Bermotornya. 

UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan menambah aktivitas untuk 

meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotornya dengan Program Mandiri 

Ketuk Pintu ( PMKP). Program ini dilakukan oleh UPT Samsat dengan 

memanfaatkan ASN yang bekerja di lingkungan UPT untuk melakukan kunjungan 

ke alamat sesuai BPKB sebanyak 50 Wajib Pajak selama 3 bulan. Program ini 

dilakukan oleh ASN sepulang dari kantor. 

 
 

4.2.2. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor 

4.2.2.1.Efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara 

Efektivitas pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor bisa dikatakan efektif 

jika realisasi penerimaan PKB sesuai dengan target yang ditetapkan. Berikut 
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efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara, UPT Samsat Medan Utara dan UPT 

Samsat Medan Selatan. 

 

Tabel 4.8 

Efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Target Realisasi % Kriteria 
1 2 3 4 = 3/2 5 

2017 1.702.482.587.800,00 1.835.216.475.836,00 107,80% Sangat Efektif 

2018 1.750.758.714.765,00 2.048.416.695.396,00 117,00% Sangat Efektif 

2019 1.986.414.422.977,00 1.995.480.813.304,00 100,46% Sangat Efektif 

2020 2.060.552.596.410,00 2.129.303.940.098,00 103,34% Sangat Efektif 

2021 2.293.605.395.740,00 2.267.830.152.008,00 98,88% Efektif 
Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (diolah). 

 

 
Berdasarkan tabel 4.8. perihal Efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara, 

kriteria penerimaan PKB Provinsi Sumatera Utara sejak tahun 2017 hingga tahun 

2020 sangat efektif dengan pencapaian realisasi diatas 100%. Namun ditahun 2021 

terjadi penurunan efektivitas dari sangat efektif menjadi efektif karena realisasi 

pencapaian PKB bila dibandingkan target turun dari 103,34% menjadi 98,88%. 

Selain itu, di tahun 2021 jumlah penerimaan PKB walau secara persentase 

dan kriteria menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020 namun secara jumlah 

mengalami kenaikan dari Rp. 2.129.303.940.098 menjadi Rp. 2.267.830.152.008 

atau naik sebesar Rp. 138.526.211.910 setara dengan kenaikan 6,51%. Hanya saja 

kenaikan jumlah ini tidak sebanding dengan kenaikan target di tahun 2021 dari Rp. 

2.060.552.596.410 menjadi Rp. 2.293.605.395.740 atau naik sebesar 

Rp.233.052.799.330 atau secara persentase naik 11,31%. Dengan kondisi 

pandemic Covid 19 sejak triwulan pertama tahun 2020, jumlah penerimaan PKB 

tidak terjadi penurunan sama sekali. Penerimaan realisasi PKB tetap naik dari tahun 

2019 sebesar Rp. 1.995.480.813.304 menjadi Rp. 2.129.303.940.098 di tahun 2020 
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dan di tahun 2021 realisasi PKB sebesar Rp. 2.267.830.152.008. Penerimaan PKB 

ini seperti pada data kontribusi sebelumnya dari jumlah PAD Rp. 

3.596.307.513.746, sebesar 63,06% berasal dari PKB. Artinya PKB di Provinsi 

Sumatera Utara ini sangat berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap 

PAD Sumatera Utara. 

 
 

4.2.2.2. Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Utara 

 

Berikut efektivitas penerimaan PKB UPT Samsat Medan Utara : 

 

Tabel 4.9 

Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Utara 
Tahun Target PKB Realisasi PKB % Kriteria 

1 2 3 4 = 3/2 5 

2017 908.839.516.022 969.666.337.952 106,69% Sangat Efektif 

2018 925.217.875.766 1.038.399.521.426 112,23% Sangat Efektif 

2019 986.734.852.737 963.924.065.599 97,69% Efektif 

2020 1.000.755.615.361 1.027.643.719.890 102,69% Sangat Efektif 

2021 1.126.755.455.556 1.131.646.760.992 100,43% Sangat Efektif 

Sumber: BPPRD Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat Medan Utara (diolah). 

 

 
Berdasarkan tabel diatas, Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Utara setiap 

tahun kriterianya selalu Sangat Efektif kecuali di tahun 2019 yaitu Efektif. Artinya 

antara Target PKB dan Realisasi PKB di UPT Samsat Medan Utara untuk 5 tahun 

terakhir berhasil. Padahal target PKB setiap tahunnya di UPT Samsat Medan Utara 

mengalami kenaikan. Namun kenaikan ini bisa diimbangi juga dengan kenaikan 

realisasi UPT Samsat sehingga penerimaan PKB di UPT Samsat Medan Utara 

Sangat Efektif dan berhasil. 

 
 

4.2.2.3.Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Selatan 

 

Berikut efektivitas penerimaan PKB UPT Samsat Medan Selatan : 
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Tabel 4.10 

Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Selatan 

Tahun Target PKB Realisasi PKB % Kriteria 

2017 210.464.807.508 230.943.225.556 109,73% Sangat Efektif 

2018 220.357.036.445 235.088.787.147 106,69% Sangat Efektif 

2019 223.900.569.243 227.130.749.050 101,44% Sangat Efektif 

2020 231.619.850.037 249.689.681.069 107,80% Sangat Efektif 

2021 265.415.695.760 249.973.233.211 94,18% Efektif 
Sumber: BPPRD Provinsi Sumatera Utara  dan UPT Samsat Medan Selatan (diolah). 

 

 
Berdasarkan tabel 4.10 diatas, Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Selatan, 

kriterianya juga termasuk Sangat Efektif dari tahun 2017 hingga tahun 2020. 

Namun pada tahun 2021 realisasi penerimaan PKB dibawah dari target PKB 

walaupun secara jumlah mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah realisasi PKB ini 

tidak sebanding dengan kenaikan target PKB untuk UPT Samsat Medan Selatan di 

tahun 2021. Di tahun 2021 ini diberlakukan Pemutihan Pajak terhadap Pokok 

Hutang tertunggak. Misalnya Wajib Pajak yang tertunggak 4 atau 5 tahun, cukup 

bayar 3 tahun saja. 

Jika UPT bisa di nilai efektifitas penerimaan PKB nya, tidak demikian 

halnya dengan Gerai. Karena di Gerai tidak ada target penerimaan PKB untuk setiap 

gerai. Target UPT Samsat dihitung berdasarkan akumulasi dari penerimaan PKB 

semua Gerai ditambah kantor UPT Samsat. Seharusnya setiap UPT Samsat 

menetapkan target untuk Gerainya berdasarkan potensi dan data historis PKB nya. 

 
 

4.2.3. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor. 

 

4.2.3.1.Potensi PKB UPT Samsat Medan Utara 

 

Berikut rekap potensi PKB untuk UPT Samsat Medan Utara per tanggal 1 
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Januari 2022. 
 

Tabel 4.11 

Potensi PKB UPT Samsat Medan Utara 

KENDARAAN JENIS PAJAK TERHUTANG TOTAL PAJAK 

Roda 4  415.560.706.530 

Mobil Penumpang 352.872.625.973  

Mobil Bus 1.917.867.294 

Mobil Barang 60.770.213.263 

Sepeda Motor  112.852.880.580 

Roda Dua 112.568.094.330  

Roda Tiga 284.786.250 

Alat Berat  9.393.176 

JUMLAH   528.422.980.286 

Sumber: UPT Samsat Medan Utara (diolah). 

Catatan : Mobil Penumpang termasuk : Sedan, Jeep, Minibus. Mobil Bus termasuk : Microbus, Bus. 

Mobil Barang termasuk : Pick up, Light Truck, Truck. 

 

 
Bila di bandingkan dengan target penerimaan PKB terhadap UPT Samsat, 

UPT Samsat Medan Utara masih memiliki potensi yang cukup besar untuk 

meningkatkan pendapatan PKB nya. Sesuai dengan Tabel 4.11. perihal Potensi 

PKB UPT Samsat Medan Utara, Jumlah PKB terhutang sebesar Rp. 

528.422.980.286. Jumlah ini bila dibandingkan dengan realisasi PKB di tahun 2021 

sebesar Rp.1.131.646.760.992 berarti 46,70% dari jumlah realisasi PKB di UPT 

Samsat Medan Utara. Seandainya jumlah tunggakan ini berhasil diperkecil hingga 

50%, berarti akan menambah jumlah penerimaan PKB di UPT Samsat Medan Utara 

sebesar Rp. 264.211.490.143. 

 

4.2.3.2.Potensi PKB UPT Samsat Medan Selatan 

 

Rekap Potensi PKB untuk UPT Samsat Medan Selatan : 
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Tabel 4.12 

Potensi PKB UPT Samsat Medan Selatan 

KENDARAAN JENIS PAJAK TERHUTANG TOTAL PAJAK 

Roda 4  352.872.625.973 

Mobil Penumpang 20.349.969.301  

Mobil Bus 68.944.877.007 

Mobil Barang 263.577.779.666 

Sepeda Motor  112.852.880.580 

Roda Dua 112.568.094.330  

Roda Tiga 284.786.250 

Alat Berat  9.393.176 

JUMLAH   465.734.899.729 

Sumber: UPT Samsat Medan Selatan (diolah). 

Catatan : Mobil Penumpang termasuk : Sedan, Jeep, Minibus. Mobil Bus termasuk : Microbus, Bus. 

Mobil Barang termasuk : Pick up, Light Truck, Truck. 

 

 
Berdasarkan tabel 4.12. diatas, Potensi PKB UPT Samsat Medan Selatan 

bila di bandingkan dengan target PKB juga masih ada potensi yang sangat besar 

untuk meningkatkan pendapatan PKB. Jumlah PKB Terhutang sebesar Rp. 

465.734.899.729 sedangkan realisasi PKB di tahun 2021 masih berjumlah Rp. 

249.973.233.211 berarti masih ada potensi sebesar 186,31% dari jumlah realisasi 

PKB di tahun 2021. Jumlah ini sangat besar sekali baik secara jumlah maupun 

persentase bila dibandingkan dengan Potensi di UPT Samsat Medan Utara. 

Sementara untuk Medan Utara, secara jumlah potensi tunggakan memang lebih 

besar bila dibandingkan dengan UPT Samsat Medan Selatan. Hanya saja jumlah 

realisasi yang cukup besar setiap tahunnya di UPT Samsat Medan Utara yang 

menyebabkan secara persentase antara jumlah Potensi Tunggakan dibandingkan 

Realisasi nilainya lebih kecil daripada persentase di Medan Selatan. 

Terhadap kondisi ini, BPPRD selaku Badan dari semua UPT Samsat di 

Provinsi Sumatera Utara bisa melakukan kebijakan terhadap UPT Samsat untuk 

melakukan aktivitas yang bisa memperkecil selisih antara potensi PKB dengan 
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realisasi PKB di masing-masing UPT Samsat. Sehingga jumlah tunggakan dari 

potensi PKB bisa berkurang dan lebih maksimal. 

 
 

4.3. Pembahasan 

 

4.3.1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

 
Dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara 

yang berlaku sekarang sebagai berikut : 

a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. 

c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara. 

d. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah Sumatera Utara. 

e. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang 

Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

 
 

4.3.2. Kontribusi PKB dan UPT terhadap PAD 

 

4.3.2.1. Kontribui PKB terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara 

 

Kontribusi yaitu keterlibatan kita dalam suatu kegiatan yang dilakukan 
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bersama. Kontribusi dapat juga dilakukan dengan menunjukkan keikutsertaan kita 

dalam suatu kegiatan secara aktif. Kontribusi juga dapat berarti uang, yang 

diberikan dalam bentuk materi sebagai suatu sumbangan atau bentuk keikutsertaan. 

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam hal ini berarti sumbangsih yang 

diberikan PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam hal ini khususnya dari UPT 

Samsat Medan Utara dan Medan Selatan. 

Dari grafik 4.1. dibawah ini perihal Kontribusi PKB terhadap PAD, terlihat 

bahwa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya meningkat terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terlihat jelas pada grafik 

dibawah ini. Dimana pada tahun 2021 saat Realisasi PAD mengalami penurunan 

sejumlah Rp. 1.475.290.408.644 atau turun sebesar 29,09%, PKB tidak mengalami 

penurunan sehingga memberikan kontribusi terbesar yaitu 63,06% terhadap PAD. 

 

Grafik 4.1 

Realisasi PKB dan Kontribusinya terhadap PAD 

 
Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (diolah). 

 
 

Sehingga atas kondisi ini, berdasarkan dari tabel 2.1 perihal klasifikasi 

kriteria kontribusi yang merupakan gambaran indikator dalam menilai kontribusi 

Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah., PKB masuk kategori 

7,000,000,000,000.00 70.00% 

6,000,000,000,000.00 60.00% 

5,000,000,000,000.00 50.00% 

4,000,000,000,000.00 40.00% 

3,000,000,000,000.00 30.00% 

2,000,000,000,000.00 20.00% 

1,000,000,000,000.00 10.00% 

0.00 0.00% 
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Sangat Baik Berkontribusi terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara 

 
 

4.3.2.2. Kontribui UPT Samsat Medan Utara terhadap PAD Provinsi 

Sumatera Utara 

Sebagai UPT Samsat tertua dan pertama di Sumatera Utara, UPT Samsat 

Medan Utara memberikan kontribusi terbesar dibandingkan kontribusi dari UPT 

Samsat lainnya yang ada di Sumatera Utara. Hal ini yang disampaikan oleh Utama, 

Indra selaku Pembina Tk.I Kepala UPT PPD Medan Utara BPPRDSU 

(Wawancara, 19 April 2022) mengatakan Samsat Medan Utara awalnya merupakan 

Samsat Induk dan Samsat yang pertama kali ada di Sumatera Utara dimana semua 

data kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara dicatatkan di Samsat Medan 

Utara. Selain itu juga Samsat Medan Utara menyediakan semua jenis pelayanan 

yang memudahkan masayarakat untuk melakukan pembayaran atas pajak 

kendaraan bermotornya di satu lokasi 

Berikut realisasi dan Kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Utara 

terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara. 

Grafik 4.2 

Realisasi PKB dan Kontribusi UPT Samsat Medan Utara terhadap PKB dan 

PAD Provinsi Sumatera Utara 

 
Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat 

Medan Utara (diolah). 
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Pada Grafik 4.2 diatas, Realisai penerimaan PKB UPT Samsat Medan Utara 

dan Kontribusinya terhadap PKB dan PAD Provinsi Sumatera Utara terlihat jelas 

bahwasanya kontribusi dari UPT Samsat Medan Utara terhadap PAD Provinsi 

Sumatera Utara setiap tahun mengalami kenaikan. Kenaikan kontribusi terbesar 

yaitu di tahun 2021. Dari 20,26% di tahun 2020 menjadi 31,47% di tahun 2021. 

 

Tabel 4.13 

Realisasi dan Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Utara terhadap PKB dan 

PAD Provinsi Sumatera Utara 

 

Tahun 

 

Realisasi PAD 

 

Realisasi PKB 
Realisasi PKB 

UPT 

Kontribusi 

UPT ke 
PAD 

Kontribusi 

UPT ke 
PKB 

2017 5.374.664.884.106,00 1.835.216.475.836,00 969.666.337.952 18,04% 52,84% 

2018 5.824.116.317.372,00 2.048.416.695.396,00 1.038.399.521.426 17,83% 50,69% 

2019 5.073.615.967.846,00 1.995.480.813.304,00 963.924.065.599 19,00% 48,31% 

2020 5.071.597.922.390,00 2.129.303.940.098,00 1.027.643.719.890 20,26% 48,26% 

2021 3.596.307.513.746,00 2.267.830.152.008,00 1.131.646.760.992 31,47% 49,90% 

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat 

Medan Utara (diolah). 

 

 
Sementara kontribusi UPT Samsat Medan Utara terhadap PKB Provinsi 

Sumatera Utara dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami penurunan terus. Namun 

di tahun 2021 kontribusinya naik 1,64% dari 48,26% naik menjadi 49,90%. 

Walaupun kontribusi dari UPT terhadap PKB Provinsi Sumatera Utara menurun, 

kontribusi terbesar terhadap PKB Provinsi Sumatera Utara adalah yg terbesar dari 

UTP Samsat Medan Utara. Sehingga kriteria kontribusi PKB dari UPT Samsat 

Medan Utara terhadap PAD berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi adalah 

cukup baik berkontribusi, namun kriteria kontribusi terhadap PKB adalah Baik 

berkontribusi. 
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REALISASI PKB UPT SAMSAT MEDAN SELATAN DAN KONTRIBUSINYA 
TERHADAP PKB DAN PAD PROV.SUMUT 
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4.3.2.3. Kontribui UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD Provinsi 

Sumatera Utara 

Dari Grafik dibawah ini terlihat bahwasanya untuk kontribusi penerimaan 

PKB dari UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara dari 

tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan, sedangkan dari tahun 2018 hingga 

tahun 2021 terus mengalami kenaikan. Kenaikan kontribusi terbesar pada tahun 

2021 yaitu dari 4,92% menjadi 6,95% atau naik sebesar 2,03%. 

Sedangkan untuk kontribusi dari UPT Samsat Medan Selatan terhadap PKB 

Provinsi Sumatera Utara terlihat di Grafik 4.3 trendnya masih fluktuatif. Ditahun 

2020 ke 2021 justru kontribusi penerimaan PKB dari UPT Samsat Medan Selatan 

terhadap PKB Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,70%. 

 

Grafik 4.3 

Realisasi dan Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Selatan terhadap PKB 

dan PAD Provinsi Sumatera Utara 
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Tabel 4.14 

Realisasi dan Kontribusi PKB UPT Samsat Medan Selatan terhadap PKB 

dan PAD Provinsi Sumatera Utara 

 
Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat 

Medan Selatan (diolah). 

 

 

Dari kondisi diatas, kontribusi penerimaan PKB dari UPT Samsat Medan 

Selatan terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 2,03% 

namun terhadap PKB Provinsi Sumatera Utara turun 0,70%. Artinya kontribusi dari 

PKB adalah yang terbesar terhadap PAD Provinsi Sumatera yang didalamnya 

termasuk naiknya kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan. Namun jika 

dibandingkan dengan kontribusi dari masing-masing UPT Samsat lainnya, di tahun 

2021 kontribusi dari UPT Samsat Medan Selatan turun, artinya ada kenaikan 

kontribusi dari UPT Samsat lain di Provinsi Sumatera Utara. kriteria kontribusi 

PKB dari UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD berdasarkan klasifikasi 

kriteria kontribusi adalah sangat kurang berkontribusi, namun kriteria kontribusi 

terhadap PKB adalah kurang berkontribusi. 

Dari ke 2 grafik diatas dapat kita simpulkan bahwasanya kontribusi dari 

UPT Samsat Medan Utara terhadap PAD dan PKB Provinsi Sumatera Utara di 

tahun 2021 mengalami kenaikan. Kriteria nya terhadap PAD sesuai dengan tabel 

4.11 diatas. Cukup Baik berkontribusi sedangkan terhadap PKB Baik Berkontribusi. 
 

Untuk kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan terhadap PAD itu naik 
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namun kontribusi turun terhadap PKB Provinsi Sumatera Utara. Kriterianya sesuai 

dengan tabel 4.11 diatas.terhadap PAD Sangat Kurang Berkontribusi sedangkan 

terhadap PKB kriterianya Kurang Berkontribusi. 

 
 

4.3.3. Efektivitas PAD, PKB Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat Medan 

Utara dan Medan Selatan. 

4.3.3.1. Efektivitas PAD Provinsi Sumatera Utara 

 

Efektivitas yaitu ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai 

tujuan. Berarti harus ada tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini yaitu target 

dibandingkan dengan realisasinya. Efektivitas dari PAD dan PKB berarti mengukur 

perbandingan seberapa besar target PKB dan PAD yang ditetapkan bisa tercapai 

bila dibandingkan dengan realisasinya. 

Berikut grafik efektivitas penerimaan PAD Provinsi Sumatera Utara. 

 

Grafik 4.4 

Efektivitas PAD Provinsi Sumatera Utara 

 
 

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (diolah). 
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Dari data Grafik 4.4. diatas, terlihat bahwa terjadi selisih yang cukup dalam 

terhadap persentase pencapaian efektivitas PAD Provinsi Sumatera Utara pada 

tahun 2019. Memang di tahun 2019 ini terjadi kenaikan target PAD yang cukup 

signifikan yaitu sebesar Rp. 2.011.015.637.747 atau naik sebesar 35,31% bila 

dibandingkan dengan target tahun 2018. Kenaikan target ini tidak sejalan dengan 

kenaikan Realisasi di tahun 2019 sehingga efektivitas pencapaian PAD di tahun 

2019 hanya 65,84% atau dengan kriteria Kurang Efektif. Namun efektivitas PAD 

di tahun 2021 kembali tercapai di 101,82% dengan Kriteria Sangat Efektif. 

Jika dilihat dari Grafik 4.4 diatas, ditahun 2021 terjadi penurunan Target 

maupun Realisasi jika dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya, apalagi jika 

dibandingkan dengan target tahun 2019. Jika kondisi penentuan target ini 

berdasarkan history dari pencapaian di tahun sebelumnya, idealnya target PAD 

tetap diangka rata-rata 5 Trilyun. Karena jika dialasankan karena adanya Covid, di 

Tahun 2020 saat awal Covid 19, tidak terjadi koreksi yang dalam antara target dan 

realisasi dibandingkan dengan tahun 2019. Sehingga harusnya penururnan Target 

PAD yang signifikan di tahun 2021 harus ada alasan dan pertimbangan selain 

karena kondisi Covid 19. 

 

4.3.3.2. Efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara 

 

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan jumlah 

Realisasi Penerimaan PKB dibagi dengan Target Penerimaan PKB. Penentuan 

target ini seharusnya menurut Eriadi, Komisaris Kantor Jasa Akuntan Indonesia 

PT. Eriadi Fatkur Rokhman ( Wawancara, 13 April 2022) Metode yang seharusnya 

dalam menetapkan target setiap UPT BPPRD yaitu : 
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a. Bahwa Penganggaran dilakukan berbasis data data antara lain Data 

besarnya potensi pajak baru ditambah rata rata capaian realisasi statistik 3 

tahun berturut-turut serta capaian rata rata penagihan piutang pajak tahunan 

agar ditemukannya nilai objektif dari target yang diharapkan. 

b. Kenapa realisasi akan mencapai 100% ? Karena adanya kendaraan baru 

yang masuk Sumatera Utara ditambah dengan wajib pajak lama serta 

realisasi hasil penagihan piutang pajak. 

 

Grafik 4.5 

Efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara 
 

 

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (diolah). 

 

 
Efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Grafik 4.5 terlihat 

ada kenaikan di Target dan Realisasi, namun kenaikan Target tersebut tidak sejalan 

dengan kenaikan Realisasi Target PKB. Sehingga efektivitas PKB Provinsi 

Sumatera Utara sejak tahun 2018 terjadi fluktuasi. Bahkan di tahun 2021, 

Efektivitas PKB Provinsi Sumatera Utara hanya 98,88% dengan Kriteria Efektif. 

Kriteria ini turun dari tahun sebelumnya yaitu Sangat Efektif sesuai dengan tabel 
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Rasio Keefektifan Potensi Pajak dan Retribusi pada tabel 2.2. 

 

Padahal, jika dilihat berdasarkan tabel data di kontribusi PKB terhadap 

PAD, turunnya target PAD di tahun 2021 sebesar Rp. 1.394.272.939.807 atau turun 

sebesar 28,30% dari target PAD sebelumnya di tahun 2020, tidak demikian halnya 

dengan Target PKB Provinsi Sumatera. Justru target PKB di tahun 2021 naik 

sebesar Rp.233.052.799.330 atau naik sebesar 11,31%. Penurunan target PAD 

namun kenaikan di Target PKB di tahun 2021 akhirnya mengakibatkan Kontribusi 

terbesar terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara terbesarnya berasal dari 

penerimaan PKB. Artinya dengan kondisi Covid 19 di tahun 2020, PKB tetap bisa 

memberikan kontribusi terbaiknya. Penurunan Realisasi PAD namun dibarengi 

dengan kenaikan Target dan Realisasi dari PKB berarti terjadi penurunan yang 

signifikan berasal dari pendapatan daerah yang lainnya. 

 
 

4.3.3.3. Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Utara 

 

Efektivitas PKB dari UPT Samsat Medan Utara seperti terlihat di Grafik 4.6 

terjadi kenaikan Target dan Realisasi pada tahun 2021. Namun walau dengan 

kenaikan tersebut, Realisasi penerimaan PKB dari UPT Samsat Medan Utara bisa 

mengikuti kenaikan Target sehingga efektivitasnya sebesar 100,43% dengan 

Kriteria Sangat Efektif. 
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Grafik 4.6 

Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Utara 

 
 

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT Samsat 

Medan Utara (diolah). 

 

 
Utama, Indra ( Wawancara, 19 April 2022 ), yang dilakukan oleh UPT 

Samsat Medan Utara sehingga realisasi penerimaan pendapatan dari PKB Medan 

Utara efektif yaitu terus melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui media Surat 

Kabar, Spanduk dan Brosur dan Media komunikasi lainnya. Namun untuk 

efektifitas dari masing-masing Gerai di UPT Samsat Medan Utara tidak ada 

menentukan target setiap gerai / pelayanan. Karena yang ada adalah target UPT. 

Jika pun ada target gerai, berdasarkan pencapaian tahun sebelumnya. 

Perihal target per gerai ini seharusnya dibuat oleh UPT berdasarkan realisasi 

di 3 tahun sebelumnya dan potensi yang ada di wilayah kerja gerai tersebut berada. 

Karena jika unit kerja tidak diberikan target, bagaimana kita bisa mengukur 

efektifitas kinerjanya ?. 
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Selain itu Utama, Indra ( Wawancara, 19 April 2022 ) mengatakan jika UPT 

Samsat Medan Utara Support yang dibutuhkan oleh UPT Samsat Medan Utara 

untuk meningkatkan PKB UPT agar menjadi efektif yaitu : 

a. Memenuhi permintaan pendukung pajak untuk meningkatkan 

pelayanan seperti computer, printer dan kebutuhan lainnya. 

b. Adanya dukungan dana untuk keperluan sosialisasi seperti cetak 

brosur, baliho dan sebagainya. 

c. Penambahan ASN yang kemampuannya memadai sesuai kebutuhan UPT 

 

 

4.3.3.4. Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Selatan 

 

Efektifitas penerimaan PKB dari UPT Samsat Medan Selatan pada tahun 

2021 terjadi kenaikan target sebesar Rp. 33.795.845.723 atau naik sebesar 14,59%. 

Namun kenaikan target ini tidak bisa terpenuhi oleh UPT Samsat Medan Selatan 

dimana realisasinya di tahun 2021 hanya naik sedikit. Sehingga atas kondisi ini, 

efektifitas penerimaan PKB di UPT Samsat Medan Selatan yaitu 94,18% dengan 

kriteria sesuai tabel Rasio Keefektifan Potensi Pajak dan Retribusi yaitu Efektif. 

 

Grafik 4.7 

Efektivitas PKB UPT Samsat Medan Selatan 

 
Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara dan UPT 

Samsat Medan Selatan (diolah). 
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Menurut Nikmal Maulana Hsb, selaku Staf Tata Usaha UPT Samsat Medan 

Selatan ( Wawancara, 12 April 2022 ), Efektivitas penerimaan pajak kendaraan 

bermotor di UPT Samsat Medan Selatan mengalami penurunan pada tahun 2021 

karena adanya Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Misalnya Wajib 

Pajak yang tertunggak untuk Pajak Kendaraan Bermotornya selama 5 tahun, pada 

tahun 2021 karena adanya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, cukup 

membayar tunggakan Pajak Kendaraan Bermotornya hanya untuk 3 tahun saja. 

Sedangkan 2 tahun tunggakan Pajak Kendaraan Bermotornya itu dihapuskan. 

Upaya yang dilakukan oleh UPT Samsat Medan Selatan menurut Nikmal 

Maulana Hsb ( Wawancara, 12 April 2022 ) untuk meningkatkan pendapatan PKB 

nya agar efektif adalah bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam pelaksanaan 

razia kendaraan bermotor untuk menjaring kendaraan yang melintas di jalan namun 

belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya. Aktivitas razia ini 

selama pandemi Covid 19 mengalami penurunan untuk mengurangi kerumunan 

masyarakat di lokasi razia. 

Nikmal Maulana Hsb ( Wawancara, 12 April 2022) mengatakan Gerai / 

Pelayanan semuanya sudah efektif jika dinilai dari target dan realisasi gerai UPT. 

Namun tidak ada ditetapkan target per gerai, karena yang ada hanya target UPT. 

Cara UPT menentukan target jika ada di setiap gerai / pelayanan yaitu berdasarkan 

history sebelumnya. Gerai / Pelayanan yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu 

Gerai Sun Plaza. 

Sama seperti UPT Samsat Medan Utara yang tidak ada menetapkan target 

per Gerai, seharusnya UPT Samsat Medan Selatan juga menentukan target per 
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Gerai agar bisa menilai efektivitas kinerja Gerai. Target ini bisa ditetapkan 

berdasarkan pencapaian di tiga tahun sebelumnya di bandingkan dengan potensi 

yang terdaftar di Gerai tersebut berdasarkan domisili alamat BPKB dan keberadaan 

gerai UPT Samsat tersebut. 

Nikmal Maulana Hsb ( Wawancara, 12 April 2022) mengatakan Bantuan yang 

dibutuhkan oleh UPT Samsat Medan Selatan untuk meningkatkan PKB UPT agar 

menjadi efektif yaitu : 

a. Adanya Koordinasi dengan Swasta seperti perusahaan pembiayaan, 

dealer kendaraan roda dua dan roda empat, 

b. Adanya Kerjasama dengan Penegak Hukum dan Regulasi yang 

mendukung untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor. 

c. Penerapan sanksi selain sanksi administrasi terhadap wajib pajak dengan 

kriteria tertentu 

 

 
4.3.4. Potensi PKB dari UPT Samsat Medan Utara dan Medan Selatan 

 

4.3.4.1. Potensi PKB dari UPT Samsat Medan Utara 

 

Potensi merupakan suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan lagi 

dari kemampuan yang sudah ada saat ini. Potensi Pajak Kendaraan Bermotor berarti 

kemampuan dari UPT Samsat untuk menambah lagi penerimaan pendapatannya 

dari Pajak Kendaraan Bermotor. 

Potensi PKB dari UPT Samsat Medan Utara seperti pada Grafik 4.8 

dibawah ini, porsi terbesar berasal dari Roda 4 sebesar 78,64% dari Total Potensi 

di UPT Samsat Medan Utara. Sedangkan yang menjadi perhatian adalah potensi 
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penerimaan untuk Alat Berat yang masih sangan kecil sekali dan tidak sepadan 

dengan jumlah alat berat yang beredar di Provinsi Sumatera Utara yang tidak 

mungkin semua alatnya berasal dari luar provinsi. Namun pajak alat berat ini tidak 

termasuk dalam pajak provinsi lagi, namun merupakan pajak tersendiri. 

 

Grafik 4.8 

Potensi PKB UPT Samsat Medan Utara 

 
Sumber: UPT Samsat Medan Utara (diolah). 

 
 

Jika Roda 4 yang memiliki porsi Potensi terbesar untuk PKB di UPT samsat 

Medan Utara, Porsi terbesar Potensi PKB berasal Mobil Penumpang sebesar 84,91 

% seperti grafik 4.9 dibawah ini. 

 
 

Grafik 4.9 

Potensi PKB Roda 4 di UPT Samsat Medan Utara 
 

 
Sumber: UPT Samsat Medan Utara (diolah). 
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Atas kondisi tersebut, UPT Samsat Medan Utara bisa membuat program 

untuk meminimalisir tunggakan tersebut dengan sasaran adalah Wajib Pajak Roda 

4 khusus Mobil Penumpang. Mengingat Mobil Penumpang ini sebahagian besar 

biasanya masih digunakan beraktifitas oleh Wajib Pajak, UPT Samsat Medan Utara 

bisa bekerjasama dengan kepolisian untuk rutin melakukan Razia. Selain itu, 

tingginya trafik perdagangan untuk unit Mobil Penumpang ini bisa jadi perhatian 

BPPRD khususnya dalam hal ini adalah UPT Samsat Medan Utara bisa 

bekerjasama dengan dealer mobil bekas atau membuat kebijakan terkait hal ini. 

Utama, Indra ( Wawancara, 19 April 2022 ) mengatakan, Upaya yang 

dilakukan oleh UPT untuk menambah potensi penerimaan pendapatan PKB dari 

wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan bermotornya melalui Program 

Mandiri Ketuk Pintu (PMKP) oleh 74 ASN dengan target kunjungan sebanyak 50 

wajib pajak per tiga Bulan. Adanya UPT khusus untuk penyuluhan kepada 

masyarakat. 

 

4.3.4.1. Potensi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan 

 

Potensi PKB dari UPT Samsat Medan Selatan sama dengan UPT Samsat 

Medan Utara yaitu pada Kendaraan Roda 4 dengan . Hal ini terlihat pada grafik 

4.10. dibawah ini perihal Potensi PKB UPT Samsat Medan Selatan. 
 

Porsi yang hampir sama juga terjadi di UPT Samsat Medan Selatan sesuai 

dengan Grafik 4.9 di bawah ini, dimana 75,77% Potensi PKB nya berasal dari Roda 

4 dengan porsi sebesar 75,77%. 
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Grafik 4.10 

Potensi PKB UPT Samsat Medan Selatan 

 
Sumber: UPT Samsat Medan Selatan (diolah). 

Porsi Roda 4 ini jika di cek kembali, porsi terbesarnya berasal dari Mobil 

Barang sebesar 74,69%. Hal ini tentu berbeda dengan potensi Roda 4 di Medan 

Utara yang porsi terbesarnya berasal dari Mobil Penumpang. 

Grafik 4.11 

Potensi PKB Roda 4 UPT Samsat Medan Selatan 

 

Sumber: UPT Samsat Medan Selatan (diolah). 

 
 

Atas kondisi ini UPT Samsat Medan Selatan bisa bekerjasama dengan pihak 

300,000,000,000 80.00% 
 

70.00% 
250,000,000,000 

60.00% 

200,000,000,000 
50.00% 

150,000,000,000 40.00% 
 

30.00% 
100,000,000,000 

20.00% 

50,000,000,000 
10.00% 

- 0.00% 

Mobil Penumpang Mobil Bus Mobil Barang 

PAJAK TERHUTANG PORSI 

400,000,000,000 80.00% 

350,000,000,000 70.00% 

300,000,000,000 60.00% 

250,000,000,000 50.00% 

200,000,000,000 40.00% 

150,000,000,000 30.00% 

100,000,000,000 20.00% 

50,000,000,000 10.00% 

- 0.00% 

Roda 4 Roda 2/3 Alat Berat 

PAJAK TERHUTANG PORSI 



95 
 

 
 

kepolisian untuk melakukan Razia dilokasi yang sering dilalui oleh unit type-type 

seperti pick up, truk dan sejenisnya di jalan sekitar lokasi pergudangan, pelabuhan 

laut, atau dijalan raya dan jalan pintas yang diindikasikan sering digunakan sebagai 

jalan alternatif unit-unit mati pajak kendaraan. Hal ini sejalan dengan yang 

disampaikan oleh Nikmal Maulana Hsb ( Wawancara, 12 April 2022) Upaya yang 

dilakukan oleh UPT untuk meningkatkan pendapatan PKB nya agar adalah 

bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam pelaksanaan razia kendaraan bermotor 

untuk menjaring kendaraan yang melintas di jalan namun belum melakukan 

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya. Namun aktivitas razia ini selama 

pandemi Covid 19 mengalami penurunan untuk mengurangi kerumunan 

masyarakat di lokasi Razia. 

Selain itu, menurut Nikmal Maulana Hsb ( Wawancara, 12 April 2022) hal 

yang dilakukan oleh UPT Samsat Medan Selatan untuk menambah potensi 

penerimaan pendapatan PKB dari wajib pajak yang belum membayar pajak 

kendaraan bermotornya yaitu yaitu dengan Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP) 

yang dilaksanakan oleh ASN di Medan Selatan. Program ini dilakukan oleh ASN 

setelah aktivitas kerja dengan mendatangi Wajib Pajak yang tertunggak sesuai 

dengan alamat yang terdaftar di Samsat Medan Selatan. Program ini sebelumnya 

berkoordinasi dengan apparat pemerintah setempat seperti kelurahan domisili 

Wajib Pajak berada 

Atas dasar data diatas, tentunya UPT Samsat Medan Utara dan Medan 

Selatan akan melakukan program yang berbeda untuk mengejar angka potensi 

di UPT Masing-masing sesuai dengan Porsi terbesar dimana yang bisa di 

memberikan kontribusi besar dan cepat kepada UPT Samsat masing-masing. 
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Namun yang juga perlu jadi perhatian dari UPT Samsat Medan Utara dan 

Medan Selatan adalah penerimaan dari jenis kendaraan Alat Berat yang jumlahnya 

masih kecil sekali. Hal ini perlu jadi perhatian dan diperiksa lebih mendalam 

penyebabnya. Apakah alat berat yang digunakan untuk proyek-proyek di Sumatera 

Utara sudah melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Namun pajak alat berat 

ini tidak lagi termasuk pajak provinsi melainkan pajak sendiri. Sehingga tentunya 

potensi penerimaan pajak kendaraan dari alat berat ini tidak lagi bisa 

diperhitungkan. 

Selain itu, berdasarkan potensi diatas menunjukkan bahwa masih banyak 

wajib pajak yang tidak patuh dan enggan membayar pajak kendaraannya. Hal ini 

tidak sinkron dengan pencapaian efektivitas realisasi penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor yang setiap tahunnya sangat efektif dan selalu tercapai diatas 100%. 

Seharusnya jika efektivitas tercapai sangat efektif harus sejalan dengan kepatuhan 

wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotornya. Artinya penentuan target 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor masih perlu di analisa kembali. 
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BAB.V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

1. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2021 

sebesar 63,06% berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. Kontribusi 

sebesar 63,06% ini menjadikan PKB sebagai kontributor terbesar 

terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara dengan kategori sangat baik 

berkontribusi. Sementara kontribusi PKB dari UPT Samsat Medan 

Utara terhadap PAD di tahun 2021 sebesar 31,47% dengan kriteria 

cukup baik berkontribusi. Sedangkan untuk PKB UPT Samsat Medan 

Selatan berkontribusi sebesar 6,95% terhadap PAD dengan kriteria 

sangat kurang berkontribusi. Kontribusi ke 2 UPT Samsat ini terhadap 

PKB Provinsi Sumatera Utara sebesar 49,90% untuk UPT Samsat 

Medan Utara dan 11,02% untuk UPT Samsat Medan Selatan. 

2. Target Penerimaan PKB Provinsi Sumatera Utara di tahun 2021 bila 

dibandingkan dengan realisasinya yaitu 98,88% dengan kriteria efektif. 

Efektivitas di UPT Samsat Medan Utara di tahun 2021 yaitu 100,43% 

dengan kriteria sangat efektif. Sedangkan efektifitas di Medan Selatan 

pada tahun 2021 yaitu 94,18 % dengan kriteria efektif. Namun untuk 

pengukuran efektivitas dari gerai tidak bisa bisa diukur tingkat 

efektivitasnya karena gerai tidak memiliki target. Terjadinya 

kesenjangan penerimaan PKB yang cukup jauh antara UPT Samsat 

Medan Utara dan Medan Selatan disebabkan oleh lengkapnya pelayanan 
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di UPT Samsat Medan Utara sebagai UPT Samsat pertama di Provinsi 

Sumatera Utara, sehingga masyarakat lebih dimudahkan untuk 

mengurus segala kebutuhan kendaraannya hanya di satu tempat. Selain 

itu, kurangnya sosialisasi keberadaan UPT Samsat lainnya karena 

masyarakat selama ini terbiasa ke UPT Samsat Medan Utara. Aktivitas 

sosialisasi yang dilakukan oleh UPT Samsat Medan Utara juga lebih 

banyak melalui brosur, surat kabar, penyuluhan di UPT dan sebagainya. 

3. Banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh membayar Pajak Kendaraan 

Bermotornya disebabkan oleh Faktor Kesadaran atau Karakter Wajib 

Pajaknya, Adanya pandemi Covid 19, Kendaraan masih belum lunas di 

perusahaan pembiayaan dan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tidak 

adanya sanksi tegas terhadap wajib pajak tertunggak juga menjadi salah 

satu penyebab tingginya wajib pajak tertunggak. Akibat hal ini, masih 

cukup besar potensi untuk meningkatkan pendapatan dari Pajak 

Kendaraan Bermotor khususnya di UPT Samsat Medan Utara dan 

Medan Selatan. 

4. Kendala yang dihadapi oleh UPT Samsat Medan Selatan sehingga 

pendapatan PKB nya belum tercapai yaitu masalah ekonomi akibat 

adanya pandemi covid 19 dan kurangnya kesadaran wajib pajak 

terhadap pentingnya membayar PKB nya tepat waktu karena merasa 

tidak mendapatkan manfaat secara langsung. 
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5.2. Saran. 

 
Atas hasil wawancara dan laporan PKB yang diterima oleh peneliti, 

Berikut saran yang disampaikan : 

1. Untuk menilai efektivitas dari masing-masing unit kerja, Harusnya di 

Gerai juga ada target berdasarkan WP yang bayar dan berdasarkan 

Potensi WP disekitar domisili gerai. Untuk itu perlu dilakukan Mapping 

sesuai wilayah kerja Gerai agar dapat dihitung berapa potensi WP di 

wilayah kerja gerai tersebut. 

2. Penetapan target UPT tidak berdasarkan history pencapaian di tahun 

sebelumnya saja, karena setiap tahun sudah tentu ada penambahan unit 

pajak baru. Namun juga harus ada target berdasarkan Potensi sesuai 

wilayah kerja untuk meminimalisir potensi tunggakan di setiap UPT 

Samsat. Sekalipun memang bisa saja domisili Wajib Pajak berpindah- 

pindah, namun dengan adanya target berdasarkan Potensi sesuai wilayah 

Kerja, setiap UPT akan berusaha untuk melakukan upaya dan sosialisasi 

untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 

3. Sosialisasi atau penyuluhan harus dilakukan lebih sering dan luas ke 

masyarakat dengan menyampaikan keuntungan apa yang didapatkan 

oleh Wajib Pajak jika Taat Pajak oleh UPT Samsat lain. Sehingga 

masyarakat tidak hanya mengenal UPT Samsat Medan Utara saja 

sebagai Samsat pertama di Provinsi Sumatera Utara. 

4. BPPRD bekerjasama dengan OJK tentang kebijakan untuk Perusahaan 
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Pembiayaan yang masih menerima pembiayaan kenderaan bekas dengan 

kondisi PKB nya tertunggak. Hal ini pasti cukup membantu upaya untuk 

meminimalisir tunggakan WP. 

5. Harus dilakukan satu project bagaimana cara mengurangi jumlah 

tunggakan WP setiap tahunnya. 

6. Ada kebijakan antar divisi terkait di UPT Samsat yaitu BPPRD, 

Kepolisian dan Jasa Rahardja untuk menarik / meningkatkan kesadaran 

WP membayar pajaknya. Misal di wilayah kerja UPT Samsat Medan 

Utara, dilakukan Razia yang berfokus pada kendaraan roda 4 pada Mobil 

Penumpang, sementara di UPT Samsat Medan Selatan pada Mobil 

Barang. 

7. Jika memang diperlukan, adanya upaya paksa terhadap pembayaran 

pajak terhutang oleh WP seperti yang dilakukan oleh misalnya 

pemerintah DKI Jakarta terhadap kendaraan mewah para artis. Namun 

untuk melakukan upaya penagihan ini, menurut “Bastari (wawancara, 

13 April 2022)” harus diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

(SKPD) terlebih dahulu. Atas dasar penerbitan SKPD inilah, bisa 

dilakukan penagihan bertahap terhadap Wajib Pajak terhutang. 

8. Perlu dilakukan project Pengkinian Data WP, alamat terbaru, untuk 

menghitung potensi sebenarnya dari setiap Gerai dan UPT. 

 

 
9. Untuk Program Mandiri Ketuk Pintu tidak cukup hanya dilakukan oleh 
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PNS di masing-masing UPT Samsat saja mengingat jumlah WP yang 

akan dikunjungi jumlahnya sangat banyak. Sehingga perlu adanya Team 

khusus terhadap program ini supaya program lebih cepat berhasil. 

10. Program pemutihan, penghapusan atau pengurangan pajak memang 

efektif dalam menaikkan jumlah penerimaan PKB, namun dirasa kurang 

mendidik masyarakat jika diberlakukan sama untuk semua kondisi 

Wajib Pajak terhutang. Menurut “Eriadi (wawancara, 13 April 2022) 

Baiknya ditentukan Wajib Pajak seperti apa yang bisa diberikan 

pemutihan, penghapusan dan pengurangan pajak supaya tepat sasaran. 

Selain itu juga supaya tidak ada unsur disengaja supaya mendapatkan 

pemutihan, penghapusan atau pengurangan pajak terhadap Waji Pajak 

yang seharusnya layak membayar PKB tepat waktu”. 

11. Aktifitas Sosialisasi PKB kepada masyarakat terutama untuk UPT 

Samsat Medan Selatan perlu ditingkatkan lagi. Agar masayarakat luas 

juga mengetahui lokasi dan pelayanan yang juga lengkap di UPT Samsat 

Medan Selatan. 
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Lampiran 1 
 

Laporan Penelitian 

(Hasil Wawancara) 

 
 

Hari / Tanggal : Selasa / 12 April 2022 

Waktu : 13.00 – 14.00 Wib 

Narasumber : Erwin Hendri Harahap 

Jabatan : Ka.Sub.Bid. Pembukuan dan Pelaporan Bid.PKB dan BBNKB 

BPPRD Provinsi Sumatera Utara 

 

Daftar Pertanyaan : 
 

1. Bagaimana BPPRD Prov.Sumatera Utara menentukan Target setiap UPT 

dan apa dasarnya ?. 

2. Bagaimana jika penerimaan pendapatan PKB dari UPT antara target dan 

realisasi belum efektif ? Apa yang dilakukan oleh BPPRD terhadap hal 

tersebut ?. 

3. Kendala apa saja yang dihadapi BPPRD Provinsi Sumatera Utara untuk 

meningkatan  penerimaan pajak kendaraan bermotor ?. 

4. Bagaimana cara menghitung potensi tunggakan bayar PKB dalam satu 

periode ? 

5. Apakah ada sanksi selain denda terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar 

PKB ? 

6. Bagaimana BPPRD melakukan kolaborasi dengan pengambil keputusan 

terhadap kondisi masih banyaknya WP yang tidak membayar PKB nya ? 

Apakah ada regulasi antar instansi seperti BPPRD dengan Kepolisian, Jasa 

Rahardja atau Instansi terkait lainnya yang bisa menyebabkan 

meningkatnya kesadaran WP untuk membayar PKB nya ?. 
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7. Apa Dasar hukum dan tujuan dilakukannya pemutihan PKB ? 

 

8. Kapan dimulainya program pemutihan pajak kendaraan bermotor di 

Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana prosesnya ? Apakah program 

pemutihan PKB tersebut tepat dan efektif ? 

9. Upaya apa yang dilakukan oleh BPPRD untuk meningkatkan penerimaan 

pendapatan PKB di setiap UPT ?. 

10. Bagaimana ketentuan pelayanan pajak kendaraan bermotor ? 

 
 

Jawaban : 

 
 

1. BPPRD menentukan target setiap UPT berdasarkan : 

 

a. Potensi di wilayah kerja masing-masing UPT 

 

b. Realisasi penerimaan PKB di akhir tahun 

 
2. Jika penerimaan pendapatan PKB dari UPT antara target dan realisasi belum 

efektif maka yang dilakukan oleh BPPRD terhadap hal tersebut yaitu 

melakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi. 

Ekstensifikasi pajak daerah adalah kegiatan yang berkaitan dengan 

penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar dan perluasan objek 

pajak, sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optialisasi penggalian 

peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar. 

3. Kendala yang dihadapi BPPRD Provinsi Sumatera Utara untuk 

meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu : 
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a. Prilaku Wajib Pajak yang tidak merasakan manfaat langsung atas 

pembayaran PKB nya. 

b. Kondisi ekonomi ditambah adanya pandemi Covid 19 dari tahun 

2020. 

4. Cara menghitung potensi tunggakan bayar PKB dalam satu periode yaitu 

dari jumlah kendaraan yang terdaftar di suatu wilayah sesuai dengan alamat 

KTP Wajib Pajak. 

5. Tidak ada Sanksi selain denda terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar 

PKB. 

6. BPPRD melakukan kolaborasi regulasi diantaranya dengan Kepolisian 

melalui razia untuk menjaring kendaraan bermotor yang tidak membayar 

Pajak Kendaraan Bermotornya. Namun selama pandemi covid, terjadi 

penurunan aktivitas razia kendaraan guna menghindari kerumunan. 

Tidak ada regulasi bersama dengan Kepolisian dan Jasa Rahardja  dalam 

upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak membayar pajak  kendaraan 

bermotornya. 

7. Dasar hukum dilakukannya pemutihan PKB adalah Peraturan Gubernur 

(PERGUB) tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas Penyerahan II (Kedua) dan 

seterusnya di Provinsi Sumatera Utara. 

Pemutihan Pajak ini bersifat Periodik. Tujuan dilakukannya Pemutihan 

Pajak Kendaraan Bermotor untuk mendorong para wajib pajak kendaraan  
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agar melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor mereka karena 

adanya penghapusan sanksi atau pengurangan pokok pajak terhutang. 

8. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara 

dimulai pada tahun 2017 lalu di 2018, 2020 dan 2021. Program Pemutihan 

PKB tersebut dianggap tepat dan efektif karena dapat meningkatkan 

pendapatan PKB Provinsi Sumatera Utara. 

9. Upaya yang dilakukan oleh BPPRD untuk meningkatkan penerimaan 

pendapatan PKB di setiap UPT saat ini dengan melaksanakan Program 

Mandiri Ketuk Pintu (PMKP) yang dilaksanakan oleh ASN dengan jumlah 

50 WP per 3 bulan. Selain itu juga melakukan pengiriman sms terhadap 

wajib pajak yang akan jatuh tempo untuk mengingatkan pembayaran PKB 

nya. 

10. Ketentuan pelayanan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan 

Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor 

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk : 
 

a. Memberikan pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB yang 

mudah, cepat dan tepat; dan 

b. Memberikan informasi yang terbuka kepada Wajib Pajak mengenai 

ketentuan pengaturan, prosedur dan tata cara penghitungan PKB dan 

BBNKB. 
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Peneliti Narasumber 

 

 

Nova Febrina Erwin Hendri Harahap 
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Lampiran 2  
Laporan Penelitian 

(Hasil Wawancara) 
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Hari / Tanggal : Selasa / 19 April 2022 

Waktu : 10.00 – 11.30 Wib 

Narasumber : Bapak Indra Utama, SH, MH 

Jabatan : Pembina Tk.I Kepala UPT PPD Medan Utara BPPRDSU 

Daftar Pertanyaan : 

1. Ada berapa Gerai / Pelayanan di Samsat Medan Utara dan kecamatan mana 

saja yang menjadi wilayah kerja Samsat Medan Utara ? 

2. Gerai / Pelayanan mana yang memberikan kontribusi pendapatan pajak 

tertinggi ? 

3. Apakah Gerai / Pelayanan bayar semuanya sudah efektif ? 
 

4. Bagaimana cara UPT menentukan target setiap gerai / pelayanan 

 

5. Laporan Keuangan apa saja yang dipersiapkan oleh UPT sehubungan 

dengan pencatatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor ? 

6. Bagaimana pencatatan akuntansi untuk pembayaran oleh Wajib Pajak yang 

terdaftar misalnya di UPT Samsat Pematang Siantar namun melakukan 

pembayaran di UPT Samsat Medan Utara atau Medan Selatan ? UPT 

manakah yang mengakui pembayaran tersebut sebagai pendapatannya ? 

7. Apa penyebab masih tingginya WP yang belum membayar kewajiban PKB 

nya ? Usaha apa yang sudah dilakukan UPT terhadap kondisi tersebut ? 
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8. Apakah masih ada potensi untuk meningkatkan penerimaan PKB di setiap 

Gerai / pelayanan di wilayah kerja UPT Samsat Medan Utara ? 

9. Apa yang dilakukan oleh UPT sehingga realisasi penerimaan pendapatan 

dari PKB Medan Utara efektif? 

10. Apa faktor yang menyebabkan UPT Samsat Medan Utara menjadi 

penyumbang kontribusi tertinggi terhadap PKB dan PAD Provinsi Sumatera 

Utara ? 

11. Upaya apa yang dilakukan oleh UPT untuk menambah potensi penerimaan 

pendapatan PKB dari wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan 

bermotornya ? 

12. Bagaimana program pemutihan pajak terhadap pengurangan WP tertunggak 

di UPT Samsat Medan Utara ? apakah program ini sudah tepat dan efisien 

? Jika iya apa ukurannya. 

 

13. Support apa yang dibutuhkan oleh UPT Samsat Medan Utara untuk 

meningkatkan PKB UPT agar menjadi efektif? 

 
Jawaban : 

1. Gerai / Pelayanan di Samsat Medan Utara yaitu : 

 

No Nama Pelayanan Jenis Pelayanan 

1 Gerai Samsat Tembung SAMSAT GERAI 

2 
Gerai Samsat Kampung 

Lalang 
SAMSAT GERAI 

3 Gerai Samsat Marelan SAMSAT GERAI 

4 
Gerai Samsat Simpang 

Kantor 
SAMSAT GERAI 

5 Samsat Medan Utara SAMSAT INDUK 

6 Medan Utara (1) BUS SAMSAT KELILING 

7 Drive Thru BUS SAMSAT KELILING 

8 Medan Utara BUS SAMSAT KELILING 

9 Plaza Medan Fair SAMSAT CORNER 

10 Corner Centre Point SAMSAT CORNER 

11 P.T. Bank Sumut SAMSAT DRIVE THRU 
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Kecamatan yang menjadi wilayah kerja Samsat Medan Utara yaitu : 

 

a. Kecamatan Medan Sunggal 

b. Kecamatan Medan Sunggal D/S 

c. Kecamatan Medan Timur 

d. Kecamatan Medan Barat 

e. Kecamatan Medan Helvetia 

f. Kecamatan Medan Belawan 

g. Kecamatan Medan Area 

h. Kecamatan Medan Baru 

i. Kecamatan Medan Marelan 
j. Kecamatan Medan Labuhan 

k. Kecamatan Medan Perjuangan 

l. Kecamatan Medan Deli 

m. Kecamatan Labuhan Deli 

n. Kecamatan Hamparan Perak 

o. Kecamatan Batang Kuis 

p. Kecamatan Percut Sei Tuan 

q. Kecamatan STM Hilir 

 

2. Gerai / Pelayanan yang memberikan kontribusi tertinggi pada tahun 2021 

yaitu Corner Plaza Medan Fair sebesar Rp. 116.257.062.778 ( Seratus enam 

belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam puluh dua ribu tujuh ratus 

tujuh puluh delapan rupiah). 

3. Gerai / Pelayanan bayar semuanya sudah efektif jika dinilai dari target dan 

realisasi UPT. Namun tidak ada ditetapkan target per gerai, karena yang ada 

hanya target UPT. Target dibandingkan dengan Realisasi UPT Samsat 

Medan Utara terakhir untuk tahun 2021 tercapai, maka itu menjadi bagian 

dari pencapaian target setiap gerai. 

4. UPT tidak ada menentukan target setiap gerai / pelayanan. Karena yang ada 

adalah target UPT. Jika pun ada target gerai, berdasarkan pencapaian tahun 

sebelumnya. 



116 
 

 
 

5. Laporan Keuangan yang dipersiapkan oleh UPT sehubungan dengan 

pencatatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu terdiri dari 

berbagai format diantaranya Laporan Penetapan PKB dan BBNKB, 

Laporan Realisasi, Laporan Realisasi per jenis Penerimaan Pajak, Laporan 

Fiskal. 

6. Pencatatan akuntansi untuk pembayaran oleh Wajib Pajak yang terdaftar 

misalnya di UPT Samsat Pematang Siantar namun misalnya melakukan 

pembayaran di UPT Samsat Medan Utara maka yang mencatat penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor adalah UPT Samsat Medan Utara namun akan 

mengurangi jumlah potensi Wajib Pajak UPT samsat Pematang Siantar 

yang belum bayar. UPT yang mengakui pembayaran tersebut sebagai 

pendapatannya adalah UPT Medan Utara. 

7. Penyebab masih tingginya WP yang belum membayar kewajiban PKB nya 

adalah : 

a. Faktor Kesadaran / Karakter Wajib Pajak 

 

b. Adanya pandemi Covid 19 

 

c. Kendaraan masih belum lunas di perusahaan pembiayaan. 

 

d. Terjadinya kecelakaan lalu lintas. 

 

8. Masih ada potensi untuk meningkatkan penerimaan PKB di setiap Gerai / 

pelayanan di wilayah kerja UPT Samsat Medan Utara. Hal ini dapat dilihat 

dari masih banyaknya Wajib Pajak yang belum membayar Pajak 

Kendaraannya yang terdaftar di UPT Samsat Medan Utara. 
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9. Yang dilakukan oleh UPT Samsat Medan Utara sehingga realisasi 

penerimaan pendapatan dari PKB Medan Utara efektif yaitu terus 

melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui media Surat Kabar, Spanduk 

dan Brosur dan Media komunikasi lainnya. 

10. Faktor yang menyebabkan UPT Samsat Medan Utara menjadi penyumbang 

kontribusi tertinggi terhadap PKB dan PAD Provinsi Sumatera Utara karena 

Samsat Medan Utara awalnya merupakan Samsat Induk dan Samsat yang 

pertama kali ada di Sumatera Utara dimana semua data kendaraan bermotor 

di Provinsi Sumatera Utara dicatatkan di Samsat Medan Utara. Selain itu 

juga Samsat Medan Utara menyediakan semua jenis pelayanan yang 

memudahkan masayarakat untuk melakukan pembayaran atas pajak 

kendaraan bermotornya di satu lokasi. 

11. Upaya yang dilakukan oleh UPT untuk menambah potensi penerimaan 

pendapatan PKB dari wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan 

bermotornya melalui Program Mandiri Ketuk Pintu (PMKP) oleh 74 ASN 

dengan target kunjungan sebanyak 50 wajib pajak per tiga Bulan. Adanya 

UPT khusus untuk penyuluhan kepada masyarakat. 

12. Program pemutihan pajak terhadap pengurangan WP tertunggak di UPT 

Samsat Medan Utara pada tahun 2017, 2018 dan 2020 dilakukan terhadap 

penghapusan denda tunggakan. Sementara di tahun 2021 pemutihan pajak 

dilakukan terhadap pokok hutang tertunggak dengan maksimal pembayaran 

hanya 3 tahun saja. Pemutihan ini cukup efektif karena dapat mengurangi 

jumlah tunggakan pajak. 
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13.  Support yang   dibutuhkan oleh UPT Samsat Medan Utara untuk 

meningkatkan PKB UPT agar menjadi efektif yaitu : 

d. Memenuhi permintaan pendukung pajak untuk meningkatkan 

pelayanan seperti computer, printer dan kebutuhan lainnya. 

e. Adanya dukungan dana untuk keperluan sosialisasi seperti cetak 

brosur, baliho dan sebagainya. 

f. Penambahan ASN yang kemampuannya memadai sesuai kebutuhan 

UPT. 

 
 

Peneliti Narasumber 

 

 

 

Nova Febrina Indra Utama, SH, MH 
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Lampiran 3  

 
Laporan Penelitian 

(Hasil Wawancara) 
 

Hari / Tanggal : Selasa / 12 April 2022 

Waktu : 10.30 – 12.00 Wib 

Narasumber : Bapak Nikmal Maulana Hsb, S.Sos, M.Si 

Jabatan : Staf Tata Usaha UPT Samsat Medan Selatan 

 

Daftar Pertanyaan : 

 

1. Ada berapa Gerai / Pelayanan di Samsat Medan Selatan dan kecamatan 

mana saja yang menjadi wilayah kerja Samsat Medan Selatan ? 

2. Gerai / Pelayanan mana yang memberikan kontribusi tertinggi? 

 

3. Apakah Gerai / Pelayanan semuanya sudah efektif ? 

 

4. Bagaimana cara UPT menentukan target setiap gerai / pelayanan 

 

5. Bagaimana pencatatan akuntansi untuk pembayaran oleh Wajib Pajak yang 

terdaftar misalnya di UPT Samsat Pematang Siantar namun melakukan 

pembayaran di UPT Samsat Medan Utara atau Medan Selatan ? UPT 

manakah yang mengakui pembayaran tersebut sebagai pendapatannya ? 

6. Apa penyebab masih tingginya WP yang belum membayar kewajiban PKB 

nya ? Usaha apa yang sudah dilakukan UPT terhadap kondisi tersebut ? 

7. Apakah masih ada potensi untuk meningkatkan penerimaan PKB di setiap 

Gerai / pelayanan di wilayah kerja UPT Samsat Medan Selatan ? 

8. Mengapa efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat 

Medan Selatan mengalami penurunan pada tahun 2021? 

9. Upaya apa yang dilakukan oleh UPT untuk meningkatkan pendapatan PKB 

nya agar efektif ?. 
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10. Upaya apa yang dilakukan oleh UPT untuk menambah potensi penerimaan 

pendapatan PKB dari wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraan 

bermotornya ? 

11. Bagaimana program pemutihan pajak terhadap pengurangan WP tertunggak 

di UPT Samsat Medan Selatan ? apakah program ini sudah tepat dan efisien 

? Jika iya apa ukurannya. 

 

12. Bantuan apa yang dibutuhkan oleh UPT Samsat Medan Selatan untuk 

meningkatkan PKB UPT agar menjadi efektif ?. 

Jawaban : 

 

1. Samsat Medan Selatan memiliki Gerai / Pelayanan sebagai berikut : 

No Nama Pelayanan Jenis Pelayanan 

1 Gerai Samsat Delitua SAMSAT GERAI 

2 Gerai Samsat Tuntungan SAMSAT GERAI 

3 Gerai Samsat Mandala SAMSAT GERAI 

4 Samsat Medan Selatan SAMSAT INDUK 

5 Medan Selatan (1) BUS SAMSAT KELILING 

6 Medan Selatan (2) BUS SAMSAT KELILING 

7 Medan Selatan (3) BUS SAMSAT KELILING 

8 Sun Plaza SAMSAT CORNER 

 

Sedangkan Kecamatan yang menjadi wilayah kerja Samsat Medan Selatan 

yaitu : 

a. Kecamatan Biru-biru 

b. Kecamatan Delitua 

c. Kecamatan Kutalimbaru 

d. Kecamatan Medan Amplas 

e. Kecamatan Medan Denai 

f. Kecamatan Medan Johor 

g. Kecamatan Medan Kota 

h. Kecamatan Medan Maimun 

i. Kecamatan Medan Polonia 

j. Kecamatan Medan Selayang 

k. Kecamatan Medan tuntungan 

l. Kecamatan Namorambe 

m. Kecamatan Pancurbatu 
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n. Kecamatan Patumbak 

o. Kecamatan Sibolangit 

 
2. Gerai / Pelayanan yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu Gerai Sun 

Plaza 

3. Gerai / Pelayanan semuanya sudah efektif jika dinilai dari target dan 

realisasi gerai UPT. Namun tidak ada ditetapkan target per gerai, karena 

yang ada hanya target UPT. 

4. Cara UPT menentukan target jika ada di setiap gerai / pelayanan yaitu 

berdasarkan history sebelumnya. 

5. Pencatatan akuntansi untuk pembayaran oleh Wajib Pajak yang terdaftar 

misalnya di UPT Samsat Pematang Siantar namun misalnya melakukan 

pembayaran di UPT Samsat Medan Selatan maka yang mencatat 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah UPT Samsat Medan Selatan 

namun akan mengurangi jumlah potensi Wajib Pajak UPT samsat Pematang 

Siantar yang belum bayar. UPT yang mencatat realisasi pembayaran 

tersebut sebagai pendapatannya adalah UPT Medan Selatan. 

6. Penyebab masih tingginya WP yang belum membayar kewajiban PKB nya 

adalah : 

a. Masalah ekonomi. 

 

          Kondisi kesulitan ekonomi saat ini akibat adanya Pandemi Covid 19. 

 

b. Prilaku Wajib Pajak. 

 

Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pentingnya 

melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya masih 

kurang dan adanya pemikiran wajib pajak tidak mendapatkan 

manfaat secara langsung atas pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor yang dilakukannya. 
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Usaha yang dilakukan UPT terhadap kondisi tersebut yaitu terus melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya melakukan pembayaran 

Pajak Kendaraan Bermotornya tepat waktu guna membantu pendapatan 

daerah nya untuk kesejahteraan bersama dan wajib pajak akan terlindungi 

dengan adanya Asuransi Jasa Rahardja yang termasuk dalam pembayaran 

Pajak Kendaraan Bermotornya. 

7. Masih ada potensi untuk meningkatkan penerimaan PKB di setiap Gerai / 

pelayanan di wilayah kerja UPT Samsat Medan Selatan. Hal ini dapat dilihat 

dari masih banyaknya Wajib Pajak yang belum membayar Pajak 

Kendaraannya yang terdaftar di UPT Samsat Medan Selatan. 

8. Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan 

Selatan mengalami penurunan pada tahun 2021 karena adanya Program 

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Misalnya Wajib Pajak yang 

tertunggak untuk Pajak Kendaraan Bermotornya selama 5 tahun, pada tahun 

2021 karena adanya program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, cukup 

membayar tunggakan Pajak Kendaraan Bermotornya hanya untuk 3 tahun 

saja. Sedangkan 2 tahun tunggakan Pajak Kendaraan Bermotornya itu 

dihapuskan. 

9. Upaya yang dilakukan oleh UPT untuk meningkatkan pendapatan PKB nya 

agar efektif adalah bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam pelaksanaan 

razia kendaraan bermotor untuk menjaring kendaraan yang melintas di jalan 

namun belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya. 

Aktivitas razia ini selama pandemi Covid 19 mengalami penurunan untuk 

mengurangi kerumunan masyarakat di lokasi razia. 

10. Yang dilakukan oleh UPT Samsat Medan Selatan untuk menambah potensi 

penerimaan pendapatan PKB dari wajib pajak yang belum membayar pajak 

kendaraan bermotornya yaitu yaitu dengan Program Mandiri Ketuk Pintu 
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(PMKP) yang dilaksanakan oleh ASN di Medan Selatan. Program ini 

dilakukan oleh ASN setelah aktivitas kerja dengan mendatangi Wajib Pajak 

yang tertunggak sesuai dengan alamat yang terdaftar di Samsat Medan 

Selatan. Program ini sebelumnya berkoordinasi dengan aparat pemerintah 

setempat seperti kelurahan domisili Wajib Pajak berada. 

11. Program pemutihan pajak terhadap pengurangan WP tertunggak di UPT 

Samsat Medan Selatan cukup berpengaruh namun jumlah pendapatan Pajak 

Kendaraan Bermotornya dari nilai Potensi yang seharusnya diterima oleh 

UPT jadi berkurang karena berapa tahunpun wajib pajak tertunggak cukup 

membayar tunggakan 3 tahun saja. Program ini dianggap sudah tepat dan 

efisien untuk menambah pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT 

Samsat Medan Selatan jika dibandingkan daripada wajib pajak sama sekali 
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Lampiran 4  
Laporan Penelitian 

(Hasil Wawancara) 
 

Hari / Tanggal : Rabu / 13 April 2022 

Waktu : 10.30 – 12.00 Wib 

Narasumber : Dr. Bastari M. SE, MM, BKP 

Jabatan : Ahli Perpajakan 

 

Daftar Pertanyaan : 

 

1. Apa Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ? 
 

2. Metode apa dan bagaimana cara yang sebaiknya dilakukan oleh BPPRD 

dalam menentukan Target setiap UPT ? 

3. Bagaimana menghitung Potensi Pajak dari Aspek Perpajakan ? 

 

4. Bagaimana penerapan sanksi perpajakan terhadap WP yang kurang atau 

tidak bayar Pajak?. 

5. Apa yang seharusnya dilakukan oleh BPPRD jika penerimaan Pendapatan 

Pajak Kendaraan Bermotor di UPT tidak efektif ? 

6. Apakah perlu adanya mapping berdasarkan alamat yang terdaftar di STNK 

untuk mengetahui jumlah potensi PKB yang terdaftar di area tertentu ? 

Karena data mapping ini belum tersedia dengan rapi. Bagaimana kondisi 

untuk PPh ? 

7. Apakah ada sanksi selain denda/administratif terhadap Wajib Pajak yang 

tidak membayar PPh jika dibandingkan dengan PKB ? 

8. Bagaimana proses seharusnya untuk mengukur potensi PKB di UPT ? 
 

9. Apa penyebab WP enggan membayar PKB nya ? 
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10. Laporan Pendapatan PKB disuatu UPT dihitung berdasarkan jumlah 

penerimaan dari WP yang bayar PKB di UPT tersebut. Namun tidak ada 

Laporan pendapatan PKB atas dasar Potensi PKB di UPT tersebut. 

 

Jawaban : 

 

1. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu yaitu UUD 

1945, Undang-undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai 

berikut : 

a. Pasal 23 UUD 1945 tentang Hal Keuangan yang berbunyi Anggaran 

pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang- 

undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui 

anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah 

menjalankan anggaran tahun yang lalu 

b. UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
 

Dicabut dengan UU. No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

c. Perda No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera 

Utara. Dirubah dengan Perda No.1 Tahun 2015 Tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara 

d. Pergub No.12 Tahun 2019 Tentang tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor. 
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2. Cara yang sebaiknya dilakukan oleh BPPRD dalam menentukan Target 

setiap UPT seharusnya berdasarkan Potensi. 

3. Cara menghitung Potensi Pajak dari Aspek Perpajakan yaitu dengan : 

 

a. Intensifikasi Pajak yaitu berdasarkan objek pajak Kendaraan 

Bermotor. Termasuk kapal dan kendaraan di Angkasa Pura, 

kenderaan diatas air seperti kapal di Danau Toba, Kapal 

penyeberangan yang dikenakan adalah yang Gross Tonnage 5-7. 

b. Ekstensifikasi Pajak termasuk unit kendaraan yang belum terdaftar 

pajaknya termasuk nomor polisi profit dan di bandara. 

4. Penerapan sanksi perpajakan terhadap WP yang kurang atau tidak bayar 

Pajak bisa dilakukan dengan upaya penagihan pajak dengan paksa sesuai 

dengan Pergub No.12 Tahun 2019 Tentang tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor. Upaya penagihan paksa ini dilakukan dengan penerbitan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terlebih dahulu 

5. Yang seharusnya dilakukan oleh BPPRD jika penerimaan Pendapatan Pajak 

Kendaraan Bermotor di UPT tidak efektif yaitu harus dihitung tentang 

kendaraan yang belum bayar pajak kendaraan bermotornya. 

6. Perlu adanya mapping berdasarkan alamat yang terdaftar di STNK untuk 

mengetahui jumlah potensi PKB yang terdaftar di area tertentu. 

7. Tidak ada sanksi selain denda/administratif terhadap Wajib Pajak yang tidak 

membayar PKB. 
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8. Untuk mengukur potensi PKB di UPT yaitu dengan cara menghitung jumlah 

PKB yang tertunggak berdasarkan jumlah kendaraan dan jumlah pajak 

tertunggaknya sesuai dengan alamat berdasarkan BPKB di wilayah kerja 

UPT tersebut. 

9. Penyebab WP enggan membayar PKB nya karena kurang kesadaran atau 

karakter. 

10. Perlu adanya Laporan Pendapatan PKB berdasarkan Potensi PKB di UPT 

untuk mengukur berapa besar WP tertunggak di UPT tersebut. Juga untuk 

mengetahui dan membandingkan apakah WP yang bayar ke UPT tersebut 

sebanding dengan WP yang tertunggak. 

 
 

Peneliti Narasumber 

 

 

Nova Febrina Dr. Bastari M. SE, MM, BKP 
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Lampiran 5  
LAPORAN PENELITIAN 

(HASIL INTERVIEW) 
 

 

Hari / Tanggal : Kamis/14 April 2022 

Waktu : 10.00 – 12.00 wib 

Narasumber : DR. Eriadi SE, MSi.AK.CA.CMA.CIISA.CBV.CERA.CIBA 

Jabatan : 1. Komisaris Kantor Jasa Akuntan Indonesia PT. Eriadi Fatkur 

Rokhman 

2. Komisaris PT. Digital Techno Solusindo Utama 

 

======================================================== 

 

Daftar Pertanyaan : 

1. Metode apa dan bagaimana cara seharusnya BPPRD menetapkan target 

setiap UPT ?. 

2. Apa yang seharusnya dilakukan oleh BPPRD jika penerimaan Pendapatan 

Pajak Kendaraan Bermotor di UPT tidak efektif ? 

3. Apakah perlu adanya mapping berdasarkan alamat yang terdaftar di STNK 

untuk mengetahui jumlah potensi PKB yang terdaftar di area tertentu ? 

Karena data mapping ini belum tersedia dengan rapi. 

4. Laporan Pendapatan PKB disuatu UPT dihitung berdasarkan jumlah 

penerimaan dari WP yang bayar PKB di UPT tersebut. Namun tidak ada 

Laporan pendapatan PKB atas dasar Potensi PKB di UPT tersebut. 

5. Bagaimana proses seharusnya untuk mengukur potensi PKB di UPT ? 
6. Apa penyebab WP enggan membayar PKB nya ? 

7. Apakah ada sanksi selain denda/administratif terhadap Wajib Pajak yang 

tidak membayar PKB ? 

8. Apakah Program Pemutihan Pajak Efektif ? 

9. Apakah ada Regulasi yang bisa meminimalisasi jumlah WP yang tidak 

membayar PKB nya ? 

10. Apakah diperlukan koordinasi lintas Intansi atas kondisi tingginya WP yang 

belum membayar PKB nya ? 

 

Jawaban : 

 

1. Metode yang seharusnya dalam menetapkan target setiap UPT BPPRD yaitu 
: 

a. Bahwa Penganggaran dilakukan berbasis data data antara lain Data 

besarnya potensi pajak baru ditambah rata rata capaian realisasi statistik 

3 tahun berturut-turut serta capaian rata rata penagihan piutang pajak 

tahunan agar ditemukannya nilai objektif dari target yang diharapkan. 

b. Kenapa realisasi akan mencapai 100% ? Karena adanya kendaraan baru 

yang masuk Sumatera Utara ditambah dengan wajib pajak lama serta 

realisasi hasil penagihan piutang pajak . 
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2. Yang seharusnya dilakukan oleh BPPRD jika penerimaan Pendapatan Pajak 

Kendaraan Bermotor di UPT tidak efektif yaitu harus dilakukan evaluasi 

capaian kinerja pendapatan secara terinci semua penyebab.. Ada beberapa 

hal yang bisa dilakukan yaitu dengan : 

a. Intensifikasi pajak dalam hal ini dilakukan dengan target penerimaan 

pajak seperti pemutihan, adanya team yang turun ke lapangan, 

kemudahan fasilitas dan himbauan. Himbauan perlu dilakukan misalnya 

dengan slogan “Mari Kita Bayar”, “Anda di rumah, Kami Datang” 

dengan menentukan Metodologinya apa, Instrumennya seperti apa dan 

dilaporkan dalam kertas kerja lapangan. 

b. Ekstensifikasi pajak dilakukan dengan target peningkatan jumlah wajib 
pajak yang bayar dengan cara memperluas gerai pembayaran melalui 

fasilitas. Adanya sistem reward terhadap Wajib Pajak yang patuh perlu 

dipertimbangkan untuk memberi nilai lebih dibandingkan wajib pajak 

yang tidak patuh. 

c. Menyediakan sistem pembayaran yang lebih mudah. 

d. Melakukan pemetaan tunggakan pajak untuk mendapatkan informasi 

tunggakan PKB pribadi atau korporasi sehingga dapat ditentukan model 

penagihannya. 

Misal : Kondisi unit yang dipakai oleh driver ojek online seperti Gojek, 

Grab dan lain-lain, apakah perlu dilakukan kerjasama bagaimana supaya 

bisa dilakukan pembayaran pajak kendaraan oleh para driver dengan 

potongan langsung yang disetorkan oleh perusahaan ?. 

3. Adanya mapping berdasarkan alamat yang terdaftar di STNK untuk 
mengetahui jumlah potensi PKB yang terdaftar di area tertentu pasti sudah 

dilakukan dengan adanya bukti Program Ketuk Pintu (PKP). Karena 

program PKP tersebut dilakukan melalui proses : Pendataan, Penetapan, 

Penagihan dan Pembayaran PKB. 

4. Laporan Pendapatan PKB disuatu UPT dihitung berdasarkan jumlah 

penerimaan dari WP yang bayar PKB di UPT tersebut karena Wajib Pajak 

boleh membayarkan kewajiban Pajak Kendaraannya di UPT mana saja. 

Namun untuk strategi efektifitas menyelesaikan potensi tunggakan, dan 

memacu untuk pemanfaatan potensi masing-masing UPT, sebaiknya tetap 

ada Laporan pendapatan PKB atas dasar Potensi PKB di UPT tersebut. Hal 

ini diperlukan supaya selain menerima pembayaran dari Wajib Pajak yang 

berasal dari UPT Samsat manapun, UPT juga berupaya bagaimana Wajib 

Pajak yang berada diwilayah kerja UPT terkait melakukan pembayaran di 

UPT nya atau di UPT manapun. 

5. Proses seharusnya untuk mengukur potensi PKB di UPT dilakukan dengan 
menata sistem informasi data base terlebih dahu terhadap Wajib Pajak yang 

pindah, Belum Balik Nama dan sebagainya sehingga didapatkan data 

sebenarnya terhadap potensi riil di UPT Samsat tersebut. Dengan adanya 

data tersebut, maka bisa dilakukan pemetaan data Wajib Pajak berdasarkan 

Kecamatan dan  Kelurahan. 



 

 



 

 

 



 

 



 

 


